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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di 
Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 
1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah : 
 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini 
sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan 
dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan 
transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut : 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب ba B Be 
ت ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Ż Zet (dengan titik di bawah) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش syin Sy Es dan ye 
  
ix 
 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …‘… Koma terbalik di atas 
غ gain G Ge 
ف fa F Ef 
ق qaf Q Ki 
ك kaf K Ka 
ل lam L El 
م mim M Em 
ن nun N En 
و wau W We 
ه ha H Ha 
ء hamzah …̍… Apostrop 
ى ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vocal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia terdiri dari 
vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
a. Vocal Tunggal 
Vocal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa 
tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah a A 
 Kasrah i I 
 Dammah u U 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. بتك Kataba 
  
x 
 
2. ركذ Zukira 
3. بهذي Yazhaba 
 
b. Vokal Rangkap 
Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 
gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya 
gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ٲ …… ى Fathah dan ya Ai a dan i 
ٲ ……و Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat 
dan Huruf 
Nama 
Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ٲ …… 
ى 
Fathah dan alif atau 
ya 
ā a dan garis di atas 
ٲ …… 
ى 
Kasrah dan ya ī i dan garis di atas 
ٲ ……و Dammah dan wau ū u dan garis di atas 
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Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, 
kasrah atau dammah  transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun 
transliterasinya adalah /h/. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti 
oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan 
kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan 
dengan /h/. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa 
Arab 
Transliterasi 
1. ةضور افطلاال Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul atfāl 
2. ةحلط Ṭalhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasdid. 
Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan 
huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah 
itu. 
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Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf 
yaitu لا. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan 
antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata 
sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah 
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti 
dengan huruf yang sama dengan huruf  yang langsung mengikuti kata 
sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf 
Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di 
depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang 
mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah 
dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak 
dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan 
contoh-contoh berikut ini : 
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No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taˈkhudūna 
3. ءونلا An-nauˈu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak menegnak huruf 
kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan 
seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan 
huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu 
didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital 
adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila 
dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan 
tersebut dituliskan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat 
yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kalimat Arab Transliterasi 
1. و ام دمحم لاإ لوسر Wa mā Muhammadun illā rasūl 
2. دمحلا لله بر نيملاعلا Al-hamdu lillahi rabbil ˈālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim maupun huruf ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab 
yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau 
harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam 
transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan 
pada setiap kata atau bisa diranglaikan. 
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Contoh : 
No 
Kalimat Bahasa 
Arab 
Transliterasi 
1. 
نإو الله وهل ريخ 
نيقزارلا 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
2. 
فوأف ليكلا و 
نازيملا 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
Fariz Fatkhuri Wibowo, 142121028, “Sengketa Antara Waris 
Ahli Waris dengan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum 
Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Pengadilan 
Agama Nomor: 0623/Pdt.G/2015/PA.Wng)”. 
Tujuan penelitian ini dilakukan untuk Untuk mendiskripsikan bagaimana 
alasan dan  pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonogiri dalam 
memutus  sengketa waris antara anak angkat dengan saudara dalam putusan 
Nomor: 0623/Pdt.G/2015/PA.Wng, kemudian untuk mengetahui bagaimana 
analisis putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor : 0623/Pdt.G/2015/PA.Wng 
dalam perspektif Maqasid Syari’ah. 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya proses sengketa waris yang 
didasarkan pada penetapan Putusan Pengadilan Agama Wonogiri. Penelitian ini 
adalah jenis kualitatif yang didukung oleh studi kepustakaan (library research). 
Pendekata yang digunakan adalah normatif/yuridis. Sumber-sumber data yang 
digunakan yaitu putusan Nomor: 0623/Pdt.G/2015/PA.Wng, buku artikel, jurnal, 
yang secara langsung maupun tidak langsung membicarakan persoalan yang 
diteliti. Teknik pengumpulan data adalah studi putusan dan wawancara. 
Sementara metode analisis data adalah analisis deduktif. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam putusan Pengadilan Agama 
Wonogiri Nomor : 0623/Pdt.G/2015/PA.Wng, membahas tentang masalah 
sengketa waris antara anak angkat dengan ahli waris. Dalam kasus ini anak angkat 
adalah tergugat dan saudara merupakan penggugat, dimana hasil putusannya 
dimenangkan oleh anak angkat. Hakim dalam memutus perkara Nomor : 
0623/Pdt.G/2015/PA.Wng telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dan menurut hukum acara perdata. Kemudian tidak sesuai apabila 
dikaitkan dalam sudut pandang Maqasid Syariah di dalam pembagian waris. 
namun berdasarkan analisis penulis, dalam kasus ini warisan dikuasai oleh anak 
angkat semuanya dan dari pihak saudara tidak mendapatkan warisan. Pada 
dasarnya anak angkat itu mendapatkan wasiat wajibah bukan waris, kecuali hibah. 
Seperti yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang bagiannya yaitu, 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur dalam  pasal 209 ayat (dua) yang mana 
terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 
1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Kemudia dari maqasid sendiri berbeda 
dengan tujuan menjaga harta (hifdz al-mal)  dan menjaga keturunan (hifdz al-
nasl). 
 
Kata Kunci : Waris, Anak Angkat, Maqasid Syari’ah, Pengadilan 
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ABSTRACT 
Fariz Fatkhuri Wibowo, 142121028, "dispute between heirs of the heirs 
with Adopted Children in the Maqasid Sharia Perspective (Case Study of the 
Decision of the Religious Courts Number: 0623 / Pdt.G / 2015 / PA.Wng)". 
The purpose of this study was to describe how the reasons and 
considerations of the Wonogiri Religious Court Judges in deciding inheritance 
disputes between adopted children and relatives in the decision Number: 0623/ 
Pdt.G/2015/PA.Wng, then to find out how the analysis of the Wonogiri Religious 
Court's decision Number: 0623/Pdt.G/2015/PA.Wng in the perspective of 
Maqasid Shari'ah. 
This research is motivated by the existence of inheritance dispute process 
which is based on the determination of the Wonogiri Religious Court's Decision. 
This research is a qualitative type supported by library research. The approach 
used is normative / juridical. Data sources used are the decision Number: 
0623/Pdt.G/2015/PA.Wng, article books, journals, which directly or indirectly 
discuss the problem under study. Data collection techniques are decision studies 
and interviews. While the method of data analysis is deductive analysis. 
The results of this study indicate that in the Wonogiri Religious Court's 
decision Number: 0623/Pdt.G/2015/ PA.Wng, discussed the issue of inheritance 
disputes between adopted children and heirs. In this case the adopted child is the 
defendant and the sibling is the plaintiff, where the result of the decision is won 
by the adopted child. Judge in deciding case Number: 0623 / Pdt.G / 2015 / 
PA.Wng in accordance with applicable laws and regulations and according to civil 
procedural law. Then it is not appropriate if it is linked in the perspective of 
Maqasid Syariah in the distribution of inheritance. but based on the author's 
analysis, in this case the inheritance is controlled by all adopted children and you 
don't get any inheritance from your relatives. Basically, the adopted child gets a 
mandate, not an inheritance, except a grant. As explained in the Compilation of 
Islamic Law about its part, the Compilation of Islamic Law (KHI) regulates in 
article 209 paragraph (two) which is for adopted children who do not receive 
compulsory wills as much as 1/3 of the inheritance of their adopted parents. Then 
from the maqasid itself is different from the purpose of safeguarding wealth (hifdz 
al-mal) and protecting offspring (hifdz al-nasl). 
 
Keywords: Inheritance, Adopted Child, Maqasid Shari'ah, Court 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari 
berbagai macam suku, budaya, agama dan bahasa. Dalam keanekaragaman 
itu berpotensi untuk mendatangkan benturan dalam masyarakat yang 
mengakibatkan adanya perbedaan tersebut. Untuk mengatasi perbedaan 
tersebut dibutuhkan adanya peranan hukum yang mampu mengatur 
masyarakat dalam rangka membentuk dan mewujudkan keadilan.
1
 
Salah satu bentuk hukum yang diterapkan di Indonesia dalam rangka 
untuk mengatur hubungan hukum antara masyarakat Indonesia ialah Hukum 
Islam. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Quran dan 
al-Hadits yang mengatur segala perbuatan hukum bagi masyarakat yang 
beragama Islam. Hukum Islam merupakan salah satu kesatuan sistem 
hukum, yaitu sistem perkawinan menentukan sistem keluarga dan sistem 
keluarga menentukan sistem kewarisan. Selain itu perkawinan ialah ikatan 
lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri 
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2
 
                                                          
        
1
 Risma Damayanti Salam, “Analisis Hukum Penetapan Ahli Wais Pengganti Menurut 
Kompilasi Hukum Islam; Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Makasar Nomor 
3/Pdt.P/2011/PA.Mks”, Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
Makasar, Makasar, 2013, hlm. 1 
       
2
 Pasal 1 Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
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Begitupun dengan perkawinan, bentuk perkawinan juga berpengaruh 
terhadap sistem atau bentuk keluarga dan bentuk keluarga menentukan 
pengertian keluarga, sedangkan pengertian keluarga menentukan kedudukan 
dalam sistem kewarisan. Sedangkan hukum kewarisan Islam merupan 
hukum yang mengatur tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan 
paralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia 
meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dengan demikian, dalam hukum 
kewarisan ada tiga unsur pokok yang saling tertarik yaitu pewaris, harta 
peninggalan, dan ahli waris. Karena kewarisan pada dasarnya merupakan 
bagian yang tak terpisahkan dari hukum, sedangkan hukum bagian dari 
aspek ajaran Islam yang pokok.
3
 
Hukum waris pada dasarnya mengatur hal yang sama dengan hukum 
waris pada umumnya (hukum waris barat dan hukum waris adat) yaitu 
mengatur tentang pembagian harta peninggalan dari seseorang yang telah 
meninggal dunia. Dalam hukum Islam, hukum waris mempunyai kedudukan 
yang amat penting. Dikarenakan masalah warisan merupakan salah satu 
masalah yang akan dialami oleh setiap orang, selain itu masalah warisan 
merupakan suatu masalah yang sangat mudah untuk menimbulkan sengketa 
ataupun perselisihan diantara ahli waris atau dengan pihak ketiga. Seperti 
yang sudah dijelaskan permasalahannya dalam al-Qur’an dan as-Sunnah 
                                                          
       
3
 Ali Parman, "Kewarisan Dalam Al-Quran (Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir 
Tematik), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm.1 
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dengan keterangan yang konkrit, sehingga tidak timbul macam-macam 
interpretasi di kalangan para ulama dan umat Islam.
4
 
Selain itu waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata 
secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga. 
Yang mana hukum waris erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan 
manusia. Sebab semua manusia akan mengalami peristiwa hukum yang 
dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan 
terjadinya peristiwa hukum seseorang di antaranya ialah masalah bagaimana 
pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang 
yang meninggal dunia tersebut.
5
 
Salah satu sumber tertinggi dalam kaitan ini adalah al-Qur’an dengan 
sebagai pelengkap yang menjabarkannya adalah Sunnah Rasul beserta hasil 
dari ijtihad atau upaya para ahli hukum Islam terkemuka berkaitan dengan 
hal tersebut. Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang 
sangat teratur dan adil. Kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki 
maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan 
hak pemindahan kepemilikan seseorang yang sudah meninggal dunia 
kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa 
membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil. Al-Qur’an 
menjelaskan secara detail hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan 
                                                          
       
4
 Risma  Damayanti Salam, “Analisis Hukum Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut 
Kompilasi Hukum Islam: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Makasar Nomor 
3/Pdt.P/2011/PA.Mks”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
Makasar, Makasar, 2013, hlm 3 
       
5
 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia, Refika Aditama, Bandung,2007.hlm 27 
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tanpa mengabaikan hak seseorang pun. Bagian yang harus diterima 
semuanya dijelaskan sesuai dengan kedudukan nasab terhadap pewaris. 
Dalam surat an-Nissa ayat 7 : 
                      
                           
Artinya:  
Bagi orang laki-laki yang ada hak bagian dari harta peninggalan 
bapak-bapak dan kerabatnya dan bagi orang wanita ada hak bagian dari 
harta peninggalan bapak ibu dan kerabatnya baik sedikit ataupun banyak 
menurut bagian yang telah ditetapkan. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 
Agama, maka hukum kewarisan Islam menjadi hukum positif di Indonesia, 
khususnya bagi umat Islam. Dalam perkembangannya, hukum kewarisan di 
Kompilasi Hukum Islam (KHI)  diatur dalam Pasal 171 sampai 193.
6
 
Para ahli waris menerima warisan dari pewaris tidak saja berhak atas 
aktifitasnya saja melainkan juga mempunyai kewajiban untuk menerima 
hutang pewaris juga. Tidak semua hak-hak dan kewajiban-kewajiban 
pewaris dapat beralih kepada ahli waris. Yaitu karena pada unsur warisan 
menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana wujud harta 
warisan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan di 
mana pewaris dan ahli waris sama-sama berada. Karena harta kekayaan 
merupakan obyek dari pewarisan. Baik itu benda bergerak maupun tidak 
                                                          
       
6
 Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1989. 
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bergerak. Segala harta dengan tidak mengindahkan asalnya baik itu barang 
suami atau istri srta barang gono-gini yang nantinya akan diwariskan kepada 
keturunan-keturunan atau generasi-generasi berikutnya, di mana 
pembagiannya telah diatur kedalam sistem pewarisan yang berlaku di 
Indonesia.
 7
 
Di Indonesia dikenal adanya 3 sistem hukum waris, yaitu hukum 
waris adat, hukum waris BW (Burgerlijik Wetboek), hukum waris Islam. 
Ketiga hukum tersebut masih berlaku berlaku hingga saat ini, sehingga 
dapat dikatakan sebagai hukum positif. Yang mana ketiga hukum tersebut 
mengatur tentang segala sesuatu tentang pewarisan. Secara garis besar 
bawasannya yang berhak untuk menjadi ahli waris diutamakan kepada 
keturunannya atau anak-anak dari si pewaris. Apabila ada sesuatu hal, yang 
mana suatu keluarga tidak memiliki keturunan atau tidak mempunyai anak, 
pada umumnya mereka mengadopsi anak atau pengasuhan anak. Masing-
masing sistem pewarisan memiliki istilah sendiri untuk menyebutkan anak 
yang bukan dari keluarga sedarah. Dalam hukum waris adat disebut anak 
angkat, sedangkan dalam hukum waris BW (Burgerlijik Wetboek) disebut 
anak adopsi, dan sedangkan dalam hukum waris Islam disebut anak asuh.
8
 
Hal pegangkatan anak, kepentingan orang tua yang mengangkat anak 
dengan sejumlah motif yang belakangannya akan dapat terpenuhi dengan 
                                                          
       
7
 Soerjo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Haji Mas Agung, (Jakarta, 
1987), hal 50 
       
8
 Fitri Aprilia Pratiwi, “Peralihan Orang Tua Asuh Kepada Anak Asuh; Studi Kasus dalam 
Perspektif Islam di Desa Gajah Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, Artikel Ilmiah”, Skripsi, 
tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm. 4 
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baik di satu pihak, sedangkan di pihak lain kepentingan anak yang diangkat 
atas masa depannya yang lebih baik harus lebuh terjamin kepasitannya. 
Bahkan tidak hanya itu, kehormatan orang tua kandungnya sendiri dengan 
tujuan-tujuan tertentu dari penyerahan anaknya harus terpenuhi. 
9
 
Dengan demikian, persoalan pengangkatan anak atau adopsi memiliki 
dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi sosial kemasyarakatan yang memiliki 
nilai membantu sesama umat manusia dan dimensi hukum yang 
berimplikasi pada pola pengaturan antara anak angkat, orang tua agkat dan 
orang tua kandungnya. Ketiga pilar inilah yang dalam dimensi hukum 
memiliki implikasi yang beragam. 
Dalam pengasuhan anak akan menimbulkan hak dan kewajiban antara 
anak asuh dengan orang tua asuh dan juga membawa akibat terhadap harta 
peninggalan orang tua asuhnya. Dalam kewarisan yang bersumber pada al-
Qur’an tidak dijumpai bahwa anak asuh memperoleh bagian dari harta 
warisan dari orang tua asuhnya apabila orang tua meninggal dunia, maka 
harta warisan akan jatuh pada keturunan sedarah ke samping, ke atas atau ke 
bawah. Seorang anak angkat yang ingin diberikan harta peninggalan dari 
orang tua angkatnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur dalam  pasal 
209 ayat (dua) yang mana terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat 
wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.
10
 
                                                          
       
9
 Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 
1995), hal 19. 
       
10
 Kompilasi Hukum Islam, pasal 2019 ayat 2, tentang Anak Angkat Yang Tidak Menerima 
Wasiat. 
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Dalam kasus di Pengadilan Agama Wonogiri yang terletak di sebelah 
utara Masjid Agung Wonogiri jalan raya Wonogiri Pokoh, dalam putusan 
Nomor 0623/Pdt.G/2015/PA.Wng tentang sengketa waris saudara pewaris 
dengan anak angkat pewaris. Dalam kasus ini penggugat adalah Cristanto 
bin Soemarno anak dari Soemarno bin Taroe Warsito saudara dari 
Soemarmo Marmoharjono bin Taroe Warsito si pewaris, sedangkan tergugat 
adalah Soelistiangsih bin Sumardi anak angkat dari si pewaris, dikarnakan si 
pewaris itu tidak mempunyai anak dan mengangkat anak angkat. Dalam hal 
ini si pewaris meninggalkan harta tapi tanpa ada wasiat tentang harta 
warisannya, sampai sang istri dari si pewaris meninggal dunia, tetapi semua 
harta warisan dari si pewaris diambil alih oleh sang anak angkat sedangkan 
saudara dari si pewaris merasa bahwa mereka juga memiliki hak atas harta 
warisan dari si pewaris, dan sudah banyak aset dari warisan tersebut yang 
sudah dialih nama, dijual oleh si anak angkat tersebut tanpa sepengetahuan 
saudara si pewaris. Sehingga saudara pewaris tersebut mengajukan ini ke 
Pengadilan Agama Wonogiri.
11
 
Dalam kasus yang diajukan ke Pengadilan Agama Wonogiri ini 
penggugat kalah dengan tergugat yang mana berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan di atas meja majelis dalam musyawarah, menilai bahwa dalil-
dalil gugatan penggugat tidak jelas atau cacat formil dan materiil sehingga 
harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet Onvankelijk Verklarat). Dalam 
persidangan di Pengadilan Agama Wonogiri yang dimenangkan oleh 
                                                          
       
11
 Putusan Pengadilan agama Wonogiri, putusan Nomor 0623/Pdt.G/2015/PA.Wng, perihal 
Sengketa waris, 18 Agustus 2015. 
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tergugat yaitu Soelistianingsih, penggugat meminta untuk naik banding ke 
Pengadilan Tinggi Agama Semarang
12
 
Dalam putusan Nomor 0623/Pdt.G/2015/PA.Wng yang memutus 
bahwa dalam sengketa warisan antara saudara ahli waris dengan anak 
angkat ahli waris yang dimenangkan oleh anak angkat. Dalam hal ini 
penggugat (saudara kandung pewaris) mengajukan banding sengketa waris 
ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Sengketa waris tersebut 
diselesaikan dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama, 
dalam banding yang diajukan di Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada 
putusan Nomor : 247/Pdt.G/2015/PTA.Smg yang mana dari putusan 
tersebut menguatkan dari putusan Pengadilan Agama Wonogiri pada 
putusan Nomor: 0623/Pdt.G/2015/PA.Wng, dalam gugatannya masih ada 
beberapa hal penting yang belum dicantumkan seperti, tidak disebutkannya 
nama anak-anak, nama istri, tahun kematian dari almarhum saudara-saudara 
pewaris, dan sidang ditutup pada tanggal 02 November 2015 di Pengadilan 
Tinggi Agama Semarang..
13
 
Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti masalah 
ini dan penulis mengangkat judul “Sengketa Waris Ahli Waris dengan Anak 
Angkat Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah (Studi Kasus Putusan 
Pengadilan Agama Wonogiri Nomor. 0623/Pdt.G/2015/PA.Wng)”. Karena 
pada dasarnya seorang anak angkat itu mendapatnya wasiat wajibah 
                                                          
       
12
 Ibid 
       
13
 Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, putusan Nomor : 247/Pdt.G/2015/PTA.Smg, 
perihal Peninjauan Kembali perkara di Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 
0623/Pdt.G/2015/PA.Wng, 08 Desember 2015 
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sebanyak-banyaknya 1/3 bagian, sedangkan sadaralah yang berhak 
mendapatkan warisan. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang terdapat beberapa masalah menarik, 
sebagai berikut: 
1. Apa yang mendasari Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam 
menjatuhkan putusan sengketa waris antara anak angkat dengan 
saudara dalam pututusan  Nomor: 0623/Pdt.G/2015/PA.Wng ? 
2. Bagaimana analisis putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor : 
0623/Pdt.G/2015/PA.Wng menurut sudut pandang Maqasid Syari’ah? 
C. Tujuan Penulisan 
1. Untuk mendiskripsikan alasan dan  pertimbangan Majelis Hakim 
Pengadilan Agama Wonogiri dalam memutus  sengketa waris antara 
anak angkat dengan saudara dalam putusan Nomor: 
0623/Pdt.G/2015/PA.Wng. 
2. Untuk mengetahui analisis putusan Pengadilan Agama Wonogiri 
Nomor : 0623/Pdt.G/2015/PA.Wng dalam perspektif Maqasid 
Syari’ah. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Untuk menambah khasanah keilmuwan para pembaca, 
khususnya mengenai pertimbangan dan dasar hukum yang 
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digunakan Hakim dalam memutuskan perkara sengketa warisan 
anak angkat. 
b. Sebagai bahan pertimbangan atau acuan bagi para peneliti lebih 
lanjut, terhadap putusan hakim di Pengadilan Agama wonogiri 
tentang sengketa waris dari  anak angkat. 
2. Manfaat Praktis 
a. Sebagai pedoman dan masukan bagi lembaga terkait seperti 
Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, dan Lembaga bantuan 
hukum dalam penyelesaian perkara sengketa waris anak angkat. 
b. Sebagai informasi kepada masyarakat dan wacana yang mampu 
memberikan masukan pada masyarakat, sehingga apabila timbul 
permasalahan sengketa waris dari anak angkat dapat dijadikan 
rujukan sebagai penyelesaianya. 
E. Kerangka Teori 
Menurut hukum Islam klasik, pengangkatan anak angkat memiliki 
perdebatan panjang. Secara yuridis Islam, mengangkat anak boleh saja 
dilakukan, tetapi mengangkat anak itu boleh (mubah) namun tidak dengan 
syarat yang ketat seperti tidak mengubah status keturunan (nasab) dan tidak 
boleh menyamakan kedudukan hukumnya dengan anak kandung 
(nasabiyah). Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam 
pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, 
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memelihara, dan dan lainnya dalam konteks beribadah dan ingin 
mendapatkan pahala dari Allah SWT.
14
 
Anak angkat ialah seorang anak dari seorang ibu dan bapak diambil 
oleh manusia lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri sang anak bertukar 
ayah dan ibu berpindah tangan.
15
  Atau dalam kata lain biasa di katakan 
adopsi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adopsi diartikan  sebagai 
pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Jadi mengadopsi berarti 
mengambil (mengangkat) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.
16
  
Konteks hukum Islam awal sangat jelas adanya larangan 
pengangkatan anak dengan menisbahkan namanya terhadap anak angkatnya, 
tidak ada hubungan kekerabatan kewarisan bahkan tetap berlaku hukum 
mahyam yaitu yang dianggap bukan muhrim serta diperbolehkan untuk 
mengawini mereka. Konsep ini merupakan reaksi terhadap tradisi pra Islam 
(jahiliyah) ketika itu yang menganggap pegangkatan anak (tabanni) 
menimbulkan hubungan hukum saling mewarisi antara anak dan orang tua 
angkatnya, karena anak angkat itu dianggap sama seperti anak kandungnya 
sendiri. Pengangkatan anak yang demikian memutuskan hubungan darah 
antara anak dan orang tua kandungnya dan keluarga kandungnya. Inilah 
yang dalam hukum Islam dinamakan dengan pengangkatan anak secara 
                                                          
       
14
 Musthofa, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, Jakarta, Kencana, 2008, 
hlm 39. 
       
15
 Fuad Moch. Fahruddin, Masalah Anak Dalam Hukum Islam, (Jakarta; CV. Pedoman Ilmu 
Jaya, 1985), hlm. 60. 
       
16
 Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 7. 
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tabanni atau mutlak. Pengangkatan anak secara tabanni ini dilarang oleh 
hukum Islam.
17
 
Fakta demikian keberadan anak angkat dalam hukum Islam hanyalah 
legitimasi pembolehan atas tradisi suatu masyarakat pra-Islam dengan 
memberlakukan syarat dan ketentuan yang sangat ketat. Tidak ada hak 
hukum bagi anak angkat dalam kewarisan maupun perwalian perkawinan. 
Hubungan mereka adalah seperti hubungan antara orang lain kecuali 
keterikatan oleh kasih sayang secara privat dan bantuan sosial orangtua 
angkat terhadap anak angkatnya untuk mendidik, mengasih sayangi, dan 
membiayai untuk berbagai keperluan. 
Sebab-sebab yang menjadikan mengangkat anak haram hukumnya 
karena: 
1. Mencampur peraturan Allah di dalam menyusun masyarakat dan 
keluarga hingga tidak jelas hak dan kewajibannya. 
2. Merampas hak orang lain sedangkan Allah telah membagi rizki 
masing-masing orang. 
3. Melanggar ketentuan Allah tentang kekeluargaan dimana setiap 
keluarga mempunyai kehormatan sendiri-sendiri. 
4. Mengambil hak anak kandung baik dalam kasih sayang maupun 
dalam pusaka 
5. Tidak dapat membedakan yang halal dan yang haram 
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6. Perkawinan adalah dasar utama mendapatkan anak kandung yang 
sah.
18
 
Dalam hukum Islam, salah satu dari akibat pengangkatan anak adalah 
timbulnya hak wasiat wajibah antara anak angkat dan orang tua angkat, 
begitu juga sebaliknya.
19
 Hukum Islam telah menggariskan bahwa 
hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas 
sebagai hubungan antara orang tua asuh dan anak asuh yang diperluas. 
Sehingga anak angkat tidak berhak atas waris tetapi boleh mendapatkan 
wasiat ataupun hibah.
 20
 
Bentuk pengangkatan anak sendiri dapat dibedakan menjadi dua 
Pertama, bentuk pengangkatan anak yang dilarang sebagaimana dipraktikan 
pada zaman jahiliyah yang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung 
dengan segala hak-haknya seperti anak kandung.  Kedua, pengangkatan 
anak yang dianjurkan yaitu pengangkatan anak yang didorong motivasi 
untuk beribadah kepada Allah SWT. Anak angkat itu ada dua jenis, yaitu: 
1. Seseorang yang memelihara anak orang lain yang kurang mampu 
untuk dididik dan disekolahkan pada pendidikan formal, pemeliharaan 
ini hanyalah sebagai bantuan biasa, dan sangat dianjurkan agama 
Islam. Hubungan waris antar keduanya tidak ada. 
                                                          
       
18
 Fuad Moch. Fahruddin, Masalah Anak Dalam Hukum Islam, (Jakarta; CV. Pedoman Ilmu 
Jaya, 1985), hlm. 61-62. 
       
19
 Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif  Islam,( Jakarta: 
Kencana,2008), hlm.59. 
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2. Mengangkat anak yang dalam Islam disebut tabanni  atau dalam 
hukum positif disebut adopsi. Orang tua yang mengangkat anak ini 
menganggap sebagai keluarga dalam segala hal.
21
 
Anak angkat secara hukum tetap sebagai anak kandung dari orang tua 
kandungnya. Adanya justifikasi Hukum Islam tidak menjadikan anak angkat 
itu sebagai anak kandung. Berkaitan dengan akibat hukum adopsi anak 
angkat setidaknya terdapat dua status hukum yang terkait, yaitu dalam 
masalah kewarisan dan perkawinan. Dalam masalah kewarisan anak angkat 
tidak saling waris dengan orang tua angkatnya, sebab bernasab pada orang 
tua kandungnya.
22
 
Kedudukan anak angkat dalam hak waris dalam Staatsblad Nomor. 
129 tahun 1917, adanya pengankatan anak mengakibatkan pindahnya 
keluarga dari orang tua kandungnya kepada orang tua yang mengangkatnya. 
Status ana tersebut seolah olah dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat. 
Jadi status anak angkat itu sama dengan anak sah dan didalam hukum waris 
ia disebut juga sebagai ahli waris terhadap kedua orang tua angkatnya 
tersebut dengan pebatasan anak angkat tersebut hanya menjadi ahli aris dari 
bagian yang diwasiatkan. Hak waris, menurut Staatblad, anak angkat 
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 Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 
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 M. Nurul Irfan, Nasab dan Status Hukum Anak dalam Islam, (Jakarta: AMZAH, 2013), 
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memiliki hak waris sebagaimana hak waris yang dimiliki oleh anak 
kandung.
23
 
Kedudukan anak angkat dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam 
istilah wasiat wajibah disebutkan pada pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) 
sebagai berikut:
24
 
1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai 
dengan pasal 193 tersebut, sedangkan terhadap orangtua angkat yang 
tidak menerima wasiat diberi wasiat sebanyak-banyaknya 1/3 dari 
harta warisan anak angkatnya. 
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat 
wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua 
angkatnya. 
Berdasarkan isi bunyi pasal 209 KHI ayat 1 dan 2 dapat dipahami 
bahwa wasiat wajibah yang dimaksud oleh KHI adalah wasiat yang 
diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukan 
bagi anak angkat atau sebaliknya orangtua angkatnya dengan jumlah 
maksimal 1/3. 
Kemudian dari Maqasid Syariah, MaqaṢhid al-syari'ah terdiri dari dua 
kata, maqaṢhid dan syari'ah. Kata maqaṢhid merupakan bentuk jama' dari 
maqṢhad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai 
                                                          
       
23
 Sumiati Usman, “Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris”, Lex Privatum, 
Vol.I/No.4/Oktober/2013, hal 146 
24
 Andi Syamsu Alam, H.M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif  Islam. 
(Jakarta: Pena Media.2008), hlm. 80. 
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pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar 
dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. 
Maka dengan demikian, maqaṢhid al-syari'ah berarti kandungan nilai yang 
menjadi tujuan pensyariatan hukum. MaqaṢhid al-syari'ah mengandung 
pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian bersifat umum 
mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits 
hukum, baik ditunjukkan oleh pengertian kebahasaan atau tujuan 
terkandung di dalamnya. Pengertian umum identik dengan pengertian istilah 
maqaṢhid al-syari'ah (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau 
maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan 
pengertian bersifat khusus adalah substansi atau tujuan hendak dicapai oleh 
suatu rumusan hukum.
25
  
Apabila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam Al- Qur'an, 
begitu pula suruhan dan larangan Nabi SAW dalam sunnah yang 
terumuskan dalam fiqh, akan terlihat bahwa semua mempunyai tujuan 
tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semua mempunyai hikmah yang 
mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana 
ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an tentang tujuan Nabi Muhammad 
diutus :   
 َنيَِمل ََٰعْلِّل ًةَمْحَر اِلاإ َك ََٰنْلَسَْرأ ٓاَمَو 
                                                          
25
 Abdul Wahhab Khallaf, “Kaidah-Kaidah Hukum Islam”, (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2000), hlm. 13. 
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"Dan tidaklah Kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi 
seluruh alam" (QS. Al-Anbiya':107).
26
  
Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat di atas diartikan dengan 
kemaslahatan umat. Sedangkan, secara sederhana maslahat itu dapat 
diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. 
Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal dapat mengetahui dan 
memahami motif di balik penetapan suatu hukum, yaitu karena mengandung 
kemaslahatan untuk manusia. 
Syarat- syarat maqaṢhid al-syari'ah bahwa sesuatu baru dapat 
dikatakan sebagai maqashid al-syari'ah apabila memenuhi empat syarat 
berikut, yaitu :  
1. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu 
harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.   
2. Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan 
makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang 
merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan. 
3. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau 
batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal 
yang merupakan tujuan pengharaman khamr dan ukuran yang 
ditetapkan adalah kemabukan.   
                                                          
26
 Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahannya”, (Jakarta: Yayasan 
Penyelenggara Penterjemah, 1989), hlm. 508. 
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4. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena 
perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan 
untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam 
perkawinan menurut mazhab Maliki.
27
 
MaqaṢhid al-syari'ah mempunyai tujuan syari'ah secara umum ke 
dalam dua kelompok, yaitu tujuan syari'at menurut perumusnya (syari') dan 
tujuan syari'at menurut pelakunya (mukallaf). MaqaṢhid al-syari'ah dalam 
konteks MaqaṢhid al-syari' meliputi empat hal, yaitu:  
1. Tujuan utama syari'at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di 
akhirat.  
2. Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.  
3. Syari'at sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan.  
4. Tujuan syari'at membawa manusia selalu di bawah naungan hukum.28 
Keempat aspek di atas saling terkait dan berhubungan dengan Allah 
sebagai pembuat syari'at (syari'). Allah tidak mungkin menetapkan syari'at- 
Nya kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-Nya, baik di dunia 
maupun di akhirat kelak. Tujuan ini akan terwujud bila ada taklif hukum, 
dan taklif hukum itu baru dapat dilaksanakan apabila sebelumnya 
dimengerti dan dipahami oleh manusia. Oleh karena itu semua tujuan akan 
                                                          
27
 Wahbah al-Zuhaili, “Ushul al-Fiqh al-Islami”, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1019. 
28
 Al-Syathibi, “Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah”, (Riyadh: Maktabah al- Riyadh al-
Haditsah, tth), hlm. 70. 
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tercapai bila manusia dalam perilakunya sehari-hari selalu ada di jalur 
hukum dan tidak berbuat sesuatu menurut hawa nafsunya sendiri.
29
 
F. Tinjauan Pustaka 
Adapun literatur skripsi yang pernah dibahas oleh peneliti lain adalah: 
Pertama skipsi Eti Sofiyatul Muyasaroh, program studi Ahwal Asy-
Syahsiyah jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 
Surakarta, tentang Hak Waris Anak Angkat (Studi Komperatif Hukum 
Islam dan Hukum Adat Jawa). Dalam hukum Islam maupun hukum adat 
jawa, keduanya sama-sama mengakui adanya harta peninggalan yang 
ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa harta benda yang menjadi 
miliknya, maupun hak-haknya. Selain itu dalam hukum Islam anak angkat 
tidak menerima warisan orang tua angkatnya. Hal ini disebabkan antara 
anak angkat dan orang tua angkat tersebut tidak ada hubungan nasab, yang 
menyebabkan seseorang memperoleh warisan. Kemudian dalam hukum adat 
jawa, kewarisan anak angkat sangat bervariasi, adakalanya anak angkat 
mewarisi dari orang tua angkatnya, dari orang tua aslinya atau kedua-
duanya. Tetapi adakalanya anak angkat tidak menerima warisan dari orang 
tua angkatnya, seperti yang terjadi di Aceh dan Jawa Timur. Dalam hukum 
adat Jawa, harta peninggalan dibedakan atas macam atau asal barang yang 
ditinggalkannya, seperti harta asal, harta pemberian, harta pencaharian dan 
hak-hak kebendaan, atau dangan kata lain beberapa barang dari pada 
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 Ghofar Siddiq, “Teori Maqasid al-Syari’ah”,  (Semarang), Volume XVII SULTAN 
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dikuasai oleh peraturan tersendiri yang mengatur cara pengoperannya.
30
 
Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian tentang pertimbangan 
dan dasar hukum apa yang di gunakan Majlis Hakim Pengadilan Agama 
Wonogiri dalam memutus masalah sengketa waris, juga ditinjau dari sudut 
pandang Maqasid Syari’ah sedangkan yang ditulis di skripsi Eti Sofiatul 
Muyasarah tentang hak waris anak angkat yang berfokus pada tinjauan 
hukum Islam dan hukum Adat Jawa. 
Kedua skripsi Mustaghfir Program studi Al-Ahwal as Syahsiyah, 
jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta tahun 2009, 
tentang Wasiat Wajibah Dalam Kewarisan Anak Angkat (telaah analitik 
terhadap ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam). dalam konsep 
wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan di dalam 
pasal 209 yang mana harta peninggalan anak angkat terhadap orang tua 
angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai 193, sedangkan terhadap orang 
tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 
dari harta warisan anak angkatnya. Kemudian terhadap anak angkat yang 
tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari 
warisan orang tua angkatnya. Meskipun wasiat wajibah sudah diakui dalam 
Kompilasi Hukum Islam, namun apabila diketahui lebih jauh, tidak terdapat 
Undang-Undang yang secara terperinci mengatur bagaimana 
pelaksanaannya. Sedangkan anak angkat pada dasarnya diperbolehkan 
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dalam Islam, akan tetapi karna terjadi fitnah, maka anak angkat diharamkan 
oleh Nabi. Akan tetapi yang menyebabkan diharamkannya anak angkat 
adalah bukan proses anak angkat itu sendiri, tetapi kekhawatirannya 
terjadinya fitnah dan kerusakan dalam Islam. Motif pengangkatan yang 
diperbolehkan adalah untuk turut membantu kebutuhan anak-anak yang 
tidak mendapat belas kasih dan orang tua, serta memperoleh kemaslahatan 
bagi semua umat Islam. Dan wasiat wajibah sebagai alternatif dalam 
kewarisan anak angkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 209 Kompilasi 
Hukum Islam ini tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam serta 
maslahatnya adalah maslahat yang haqiqi yang sesuai dengan prinsip 
kemanusiaan dan keadilan, serta bukan hanya maslahat untuk seseorang 
namun merupakan kemaslahatan secara umum.
31
 Perbedaan dengan 
penelitian penulis adalah penulis lebuh fokus pada putusan Pengadilan 
Agama Wonogiri pada putusan Nomor: 0623/Pdt.G/2015/PA.Wng, dan 
meninjau dari Maqasid Syari’ah sedangkan dari skripsi Mustagfar lebih 
fokus pada ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. 
Ketiga skripsi Saswito, Program studi Al-Ahwal as Syahsiyah, jurusan 
Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta tahun 2009, tentang 
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pewarisan Bagi Anak Angkat 
Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (Studi Kasus di 
Pengadilan Agama Demak). Dalam perkara bagi anak angkat sudah dapat 
diselesaikan dan diputuskan dengan tepat di Pengadilan Agama Demak 
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berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 
1989 tentang Peradilan Agama sesuai kompetensi yang dimilikinya, bahwa 
anak angkat mendapatkan 1/3 bagian harta warisan sebagai wasiat wajibah. 
Hal ini didasarkan pada pasal 2019 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI). 
Penyelesaian perkara waris bagi anak angkat itu sendiri harus dengan 
menunjukkan bukti –bukti yang dihadirkan di depan sidang pengadilan. 
Putusan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam di 
Indonesia, sebab penetapan bagian 1/3 bagi anak angat tersebut adalah 
sebagai wasiat wajibah, bukan karna status anak angkat sebagai ahli waris. 
Hukum waris Islam sendiri mengakui dan memperbolehkan wasiat kepada 
perorangan atau badan hukum. Maka, secara khusus tidak ada wasiat 
wajibah dari orang tua angkatnya, namun ia dianggap telah menerima wasiat 
wajibah dari orang tua angkatnya. Hal ini dimaksudkan untuk kemaslahatan 
anak angkat tersebut.
32
 Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis 
menganalis berdasarkan sudut pandang Maqasiq Syari’ah. 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian yang dilaksanakan, termasuk jenis penelitian 
kepustakaan (library Research)
33
 yaitu penelitian  dengan 
mengumpulkan bahan-bahan penelitian dengan membaca berkas-
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berkas putusan Pengadilan Agama Wonogiri dengan Nomor : 
0623/Pdt.G/2015/PA.Wng, juga buku-buku yang berhubungan dengan 
perkara warisan anak angkat.  
2. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data 
sekunder dan primer, bahan hukum primer yaitu data yang sifatnya 
mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya, seperti salinan putusan 
Pengadilan Agama Nomor 0623/Pdt.G/2015/PA.Wng.  
Sedangkan sumber hukum sekunder adalah bahan yang tidak 
mengikat tetapi memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 
primer meliputi buku literatur, makalah, majalah dan tulisan lainnya 
yang berkaitan dengan masalah.
34
 
Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh atau berasal 
dari bahan kepustakaan. Data tersebut antara lain buku-buku, Undang-
Undang, Kompilasi Hukum Islam, hasil karya ilmiah para sarjana, 
hasil penelitian, internet, artikel, dokumen-dokumen yang 
berhubungan dengan skripsi sengketa waris anak angkat. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Dokumentasi  
Teknik pengumpulan data dokumentasi yaitu mencari data 
mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku-buku, 
Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam, surat kabar, putusan 
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pengadilan, artikel, majalah, dan sebagainya. Dalam metode ini 
penulis menggunakan, memeriksa dan meneliti salinan putusan 
perkara Nomor : 0623/Pdt.G/2015/PA.Wng serta putusan 
perkara Nomor : 247/Pdt.G/2015/PTA.Smg, juga journal-journal 
yang berhubungan dengan sengketa waris anak angkat. 
4. Teknis Analisis Data. 
Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk 
menganalisis, mempelajari, serta mengolah data tertentu, sehingga 
dapat diambil kesimpulan yang konkrit tentang persolan yang diteliti 
dan dibahas. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis berpikir deduktif. Analisis berpikir deduktif yaitu 
proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai 
suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut 
pada suatu peristiwa.
35
 Pada penelitian ini penulis menggunakan 
kerangka berpikir deduktif untuk menganalisis sengketa waris anak 
angkat dengan saudara dari ahli waris ditinjau dari hukum asalnya.  
kemudian dari hukum asal tersebut ditarik kepada pertimbangan 
keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonogiri yang 
memutuskan sengketa waris anak angkat. Kemudian dari keputusan 
Majelis Hakim tersebut dikerucutkan lagi dengan analisa perspektif 
Maqasid Syari’ah. Sehingga akan bisa ditarik kesimpulan dari 
penelitian ini. 
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H. Sistematika Penulisan 
Untuk dapat memberikan gambaran secara jelas dan memudahkan 
pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan 
secara garis besarnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah 
sebagai berikut : 
Bab I berupa pendahuluan. Bab ini merupakan pendahuluan yang 
berfungsi sebagai pola dasar dari seluruh bahasan yang ada pada skripsi ini. 
Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode 
penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab II merupakan serangkaian yang memuat teori-teori yang 
merupakan tinjauan umum tentang anak angkat, yang meliputi pengertian 
anak angkat, hukum anak angkat, status anak angkat dan hak waris dari anak 
angkat. 
Bab III, bab ini mengemukakan deskripsi data penelitian yang 
meliputi, Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Wonogiri, struktur 
organisasi Pengadilan Agama Wonogiri, Dasar hukum acara Pengadilan 
Agama Wonogiri, Putusan terhadap kasus sengketa waris. 
Bab IV, bab ini merupakan analisis dan pembahasan terhadap 
permasalahan skripsi, yang mencakup analisis pertimbangan hakim dan 
analisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dan juga analisis yang ditinjau 
dari sudut pandang Maqasid Syari’ah 
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Bab V merupakan penutup, pada bab ini menguraikan tentang 
kesimpulan yang merupakan akhir dari pembahasan skripsi dan saran-saran. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
WARIS DAN MAQASID SYARIAH 
A. Waris dan Anak Angkat 
1. Pengertian Waris 
Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa 
istilah untuk menamakan Hukum Kewarisan  Islam, seperti fiqh 
mawaris, ilmu faraidh, dan hukum kewarisan. Fiqih Mawars 
adalah kata yang berasal dari bahasa arab fiqh dan mawaris. 
Fiqh menurut bahasa berarti mengetahui, memahami, yakni 
mengetahui sesuatu atau memahami sesuatu sebagai hasil 
mempergunakan pikiran yang sugguh-sungguh. Sedangkan kata 
mawaris diambil dari bahasa arab. Mawaris bentuk jamak dari 
(miiraats) yang berarti harta peninggalan yang diwarisi oleh ahli 
warisnya. Jadi fiqh mawaris adalah suatu disiplin ilmu yang 
membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses 
pemindahan, siapa saja yang berhak menerima harta 
peninggalan itu serta bagian masing-masing.
36
 
Al-Faraidh dalam bahasa arab adalah bentuk plural dari 
dari kata tunggal faraidh, yang bentuk dari huruf fa, ra dan 
                                                          
36
 Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan 
Hukum Positif di Indonesia, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 5-7. 
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dha.
37
 Kata (Fariidhah) berakar pada kata faradhah yang pada 
mulanya bermakna kewajiban atau perintah. Akan tetapi 
keduanya (mawaris dan faraidh) dapat dibedakan karena kata 
mawaris sendiri dalam bahasa arab adalah bentuk jamak dari 
mirats yang semakna dengan mauruts (isim maf’ul) yaitu: 
“Harta peninggalan orang yang meninggal yang diwarisi oleh 
para ahli warisnya”, sedangkan faraidh adalah bentuk jamak 
dari faraidh, yang diambil dari (mustaq) dan lafadz fardhun, 
artinya adalah “bagian-bagian yang telah ditetapkan ukuran dan 
ketentuannya. Dari penjelasan diatas dikatakan ilmu mawaris 
karena dalam ilmu yang dibahas hal-hal yang berkaitan dengan 
harta peninggalan si mayit, dan dikatakan ilmu faraidh karena 
membahas tentang bagian-bagian tertentu yang sudah 
dutetapkan ukurannya lagi setiap ahli waris.
38
  
Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 ayat a 
dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Kewarisan 
adalah yang mengatur pemindahan hak pemilik harta 
peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak 
menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing. 
                                                          
37
 Ali Parman, kewarisan Dalam Al-Qur’an, cet. 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 
1995), hlm 28. 
38
 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqih Mawaris, Cet. 1, (Semarang: 
PTPustaka Riski Putra, 1997), hlm 9-10. 
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Dari beberapa definisi diatas, dapat dipahami bahwa Fiqih 
Mawaris, Ilmu Faraidh atau Hukum Waris adalah suatu ilmu 
yang membicarakan hal seputar pemindahan harta peninggalan 
dari sesorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih 
hidup, baik harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang 
berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing-
masing ahli waris dan cara penyelesaian pembagian harta 
peninggalan tersebut. 
2. Dasar Hukum Waris 
Dasar dan sumber utama dari hukum Islam sebagai hukum 
agakanadalah nash atau teks yang terdapat didalam al-Qur’an 
dan sunnah Nabi. Ayat-ayat al-Qur’an dan sunnah Nabi ayang 
secara langsung mengatur kewarisan tersebut antara lain sebagai 
berikut: 
a. Dalil-dalil dari al-Qur’an 
1) Surah An-Nisa’ ayat 7 
                 
                 
          
Artinya: 
Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan 
ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak 
bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, 
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baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah 
ditetapkan. 
2) Kemuadian terdapat dalam surah An-Nissa’ ayat 12 
                  
                  
                 
                  
                  
               
                   
                   
                  
                     
          
Artinys: 
Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang 
ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai 
anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu 
mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah 
dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar 
hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang 
kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu 
mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan 
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dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang 
kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika 
seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak 
meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi 
mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang 
saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing 
dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika 
saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka 
bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat 
yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan 
tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. (Allah 
menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-
benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha 
Penyantun. 
[274] Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-
tindakan seperti: a. Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta 
pusaka. b. Berwasiat dengan maksud mengurangi harta 
warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat 
mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.  
b. Dalil-dalil dari sunah 
1) Hadis dari Imam Abu Dawud 
Yang artinya: Telah menceritakan kepada kami 
Ahmad bin Shalih, dan Makhalad bin Hkalid dan ini 
adalah hadits Makhalad dan tersebut lebuh bagus. 
Mereka berdua mengatakan; telah menceritakan 
kepada kami Ma’ar dari Ibnu Thawus dari ayahnya 
dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW 
besabda: “Bagikan harta diantara para pemilik 
faraidh berdasarkan kitab Allah, maka bagian harta 
yang tersisa setelah pembagian tersebut, lebih 
utama diberikan kepada ahli waris laki-laki”. (HR. 
Abu Dawud) 
2) Hadis dari Imam Muslim 
Yang artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dia 
berkata, Rasulullah SAW bersabda:”Berikan harta 
warisan kepada yang berhak mendapatkannya, 
sedangkan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat 
garis keturunannya”.(HR. Muslim)39 
3. Ahli Waris 
                                                          
39
 Imam Muslim, Jam’u al-Jawami Wal Asanid, Jus II, (Germany: Darmiknas Sholohih 
al-Islamiyah, 2000), hlm 688. 
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Ahli waris dalam hukum Islam ialah seseorang atau beberapa 
oarang yang berhak mendapat bagian dari harta peniggalan, secara 
garis besar golongan ahli waris dapat dibedakankedalam tiga golongan 
yaitu: 
1) Ahli waris yang sudah ditentukan dalam Al-Qur’an disebut 
dengan dzul faraa’idh, yaitu ahli waris yang dapat langsung 
yang mesti selalu mendapat bagian tetap tertentu yang tidak 
berubah-ubah, hal ini terdapat dalam An-Nisa: ayat 11, 12, 176. 
Jumlah ahli waris berdasarkan Al-Qur’an yang terdiri dari dua 
belas yaitu: 
a) Dalam garis kebawah 
(1) Anak perempuan 
(2) Anak perempuan dari anak laki-laki 
b) Dalam garis keatas 
(1) Ayah 
(2) Ibu  
(3) Kakek dari garis ayah 
(4) Nenek 
c) Dalam garis ke samping 
(1) Saudara perempuan yang seayah dan seibu dari 
garis ayah 
(2) Saudara perempuan tiri dari garis ayah 
(3) Saudara laki-laki tiri dari garis ibu 
(4) Saudara perempuan tiri dari garis ibu 
(5) Duda 
  
33 
 
(6) Janda  
2) Ahli waris yang ditarik dari garis ayah, disebut Ashabah, yang 
dalam bahasa arab berarti “anak lelaki atau kaum kerabat dari 
bapak” Ashabah dalam ajaran kewarisan patrilineal Syafi’i 
adalah golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau 
bagian sisa. Jadi bagian ahli yang terlebih dahulu dikeluarkan 
adalah dzulfaraidh dan sisanya diberikan kepada Ashabah. 
Ashabah dibagi tiga golongan yaitu: 
a) Ashabah binafsihi 
Ashabah binafsihi yaitu ashabah-ashabah yang berhak 
mendapatkan semua harta atau semua sisa, yang urutannya ialah 
anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek dai 
pihak ayah, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki se-
ayah, anak saudara laki-laki se-ayah, paman se-ayah dengan 
ayah, anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah, anak 
laki-laki paman yang se-ayah dengan ayah. 
b)  Ashabah bilghair 
Ahabah bilghait yaitu ashabah dengan sebab orang lain, 
yakni seorang wanita yang menjadi ashabah karena ditarik oleh 
seorang laki-laki, mereka yang termasuk ashabah bilghair ialah 
anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki, saudara 
perempuan yang didampingi saudara laki-laki 
c) Ahabah ma’al ghair 
Ashabah ma’al ghoir yakni saudara perempuan yang 
mewarisi bersama keturunan dar pewaris, mereka ialah 
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saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan 
se-ayah 
3) Ahli waris menurut garis ibu, disebut dengan dzul arhaam, arti 
dzul arhaam adalah orang yang mempunyai hubungan 
darahdenga pewaris melalui pihak wanita saja. Perincian dzul 
arhaam yaitu semua orang yang bukan dzul fara’idh dan bukan 
ahabah, yang umumnya terdiri atas orang yang termasuk 
anggota-anggota keluarga patrilinel pihak menantu laki-laki 
atau anggota-anggota keluarga pihak ayah dan ibu. 
4. Kedudukan Anak Angkat 
Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat karena 
alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung. Dalam 
Undang-Undang Repoblik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak angkat dalam 
Pasal 1 Ayat 9 adalah anak yang haknya dialihkan dari 
lingkungan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain 
yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan 
membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga 
orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan 
pengadilan.  
Dalam KUHPerdata BW (Burgerlijik Wetboek) 
pengangatan anak ini tidak termuat, hanya saja lembanga 
pengangkatan anak itu diatur dala Staatblad 1917 No. 129 yang 
pada pokoknya didalam peraturan tersebut ditetapkan, 
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pengangkatan anak adalah pengangkatan seorang anak laki-laki 
sebagai anak oleh laki-laki yang telah beristri atau pernah 
beristri, yang tidak mempunyai keturunan laki-laki. Jadi hanya 
anak laki-laki saja yang boleh diangkat. Akan tetapi sekarang 
ini, menurut yurisprodensi dinyatakan bahwa anak perempuan 
dapat diangkat sebagai anak oleh seorang ibu yang tidak mempu 
yai anak. “tentang hubungan hukum antara orang tua asal 
setelah anak tersebut diangkat oleh orang lain menjadi putus, 
anak tersebut mewarisi kepada bapak yang mengangkatnya”.40 
Syarat tentang anak angkat dalam Pasal 8 Staatblad  
Nomor 129 Tahun  1917 disebutkan ada 4 (empat), yaiti:  
1. Persetujuan orang yang mengangkat anak pabila anak 
yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka 
diperlukan izin dari orang tua itu, apabila bapak sudah 
wafat dan ibu telah kawin lagi, maka harus ada 
persetujuan dari walinya dan, Balai Harta Penonggalan 
(Weeskamer) selaku pengawas wali; 
2. Apabila anak angkat yang diangkat itu adalah lahir di luar 
perkawinan, maka di perlukan izin dari orang tuanya yang 
mengakuinya sebagai anak dan jika anak itu sama sekali 
                                                          
40
 R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm 200 
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tidak diakui sebagai anak. Maka harus ada persetujuan 
dari walinya atau dari balai dalam hal harta peninggalan;
41
 
3. Apabila anaka angkat yang diangkat itu sudah berusia 
15tahun, maka diperlukan persetujuan dari anak itu 
sendiri; 
4. Apabila yang mengangkat anal seorang perempuan janda, 
maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki atau 
ayah, yang masih hidup jika mereka tidak menetap di 
Indonesia maka harus ada persetujuan dari anggota laki-
laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-
laki sampai derajat keempat. 
Pasal 10 Staatblad Nomor 129 Tahun 1917 menyebutkan, 
pengangkatan anak harus dilakukan dengan Akta Notaris. 
Pasal 12, menyamakan seorang anak angkat dengan anak 
sah dari perkawinan orang yang mengangkat. 
Pasal 13, mewajibkan balai Harta Peninggalan, apabila 
ada seorang janda ingin mengangkat anak, memgambil 
tindakan-tindakan yang perlu pengurus dan menyelamatkan 
barang-barang kekayaan anak yang diangkat. 
                                                          
41
 Soedaryo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga (jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm 39 
  
37 
 
Pasal 14 menyebutkan, suatu pengangkatan anak berakibat 
terputusnya hubungan hukum antara anak yang diangkat dan 
orang tuanya sendiri,... 
Lembaga pengangkatan anak menurut KUHPerdata BW 
(Burgerlijik Wetboek) tidak mengenal adopsi, melainkan hanya 
termuat dalam Staatblad 1917 Nomor 1201 yang terdapat dalam 
Pasal 8 sampai 15.
42
 
Kemudian pengangkatan anak dalam hukum agama Islam 
dapat dilihat dari berbagai segi diantaranya ialah, dari segi 
ajaran Islam kewajiban menolong terhadapsesama manusia 
merupakan anjuran agama Islam. dalam syari’at dianjurkan agar 
setiap manusia saling tolong menolong terhadap sesamanya.
43
 
Bagi yang mampu harus membantu yang tidak mampu. Orang 
Islam harus berhati sosial dalam menolong dan memeliara anak-
anak atau bayi-bayi terlantar yang orang tuanya tidak mampu. 
Kemudian dari segi arti adopsi, dalam syari’at Islam tidak 
mengenal kata adopsi yang diberi status anak kandung sendiri. 
Pengangkatan anak menurut syari’at Islam lebih berorientasi 
kepada kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan memenuhi 
segala kebutuhan.  
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Kedudukan anak angkat dijelaskan dalam Kompilasi 
Hukum Islam istilah wasiat wajibah disebutkan pada pasal 109 
ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:
44
 
3. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 
176 sampai dengan pasal 193 tersebut, sedangkan terhadap 
orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat 
sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak 
angkatnya. 
4. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi 
wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan 
orang tua angkatnya. 
Berdasarkan isi bunyi pasal 209 KHI ayat 1 dan 2 dapat 
dipahami bahwa wasiat wajibah yang dimaksud oleh KHI 
adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan 
perundang-undangan yang diperuntukan bagi anak angkat atau 
sebaliknya orangtua angkatnya dengan jumlah maksimal 1/3. 
Pasal tersebut membahas mengenai jatah waris bagi 
orangtua angkat dan anak angkat dikarenakan tidak 
mendapatkan warisan maka oleh ulama Indonesia, mereka tetap 
diberi jatah dengan nama wasiat wajibah.
45
 Pengangkatan anak 
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dalam humum Islam tidak membawa akibat hukum dalam hal 
hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris-
mewaris dengan orangtua angkat. Hubungan yang ada 
menyangkut masalah hak dan kewajiban antara anak angkat 
maupun orangtua angkat hanyalah timbul dalam kaitannya 
dengan aspek kemanuasiaan.
46
 
B. Maqasid Syari’ah 
1. Pengertian MaqaṢhid Syari’ah 
MaqaṢhid al-syari'ah terdiri dari dua kata, maqaṢhid dan 
syari'ah. Kata maqaṢhid merupakan bentuk jama' dari maqṢhad yang 
berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai pengertian 
hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani 
untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka 
dengan demikian, maqaṢhid al-syari'ah berarti kandungan nilai yang 
menjadi tujuan pensyariatan hukum. MaqaṢhid al-syari'ah 
mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian 
bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat 
hukum atau hadits-hadits hukum, baik ditunjukkan oleh pengertian 
kebahasaan atau tujuan terkandung di dalamnya. Pengertian umum 
identik dengan pengertian istilah maqaṢhid al-syari'ah (maksud Allah 
dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam 
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mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian bersifat khusus 
adalah substansi atau tujuan hendak dicapai oleh suatu rumusan 
hukum.
47
  
Apabila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam Al- 
Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi SAW dalam sunnah 
yang terumuskan dalam fiqh, akan terlihat bahwa semua mempunyai 
tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semua mempunyai hikmah 
yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, 
sebagaimana ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an tentang 
tujuan Nabi Muhammad diutus :   
 َنيَِمل ََٰعْلِّل ًةَمْحَر اِلاإ َك ََٰنْلَسَْرأ ٓاَمَو 
"Dan tidaklah Kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi 
seluruh alam" (QS. Al-Anbiya':107).
48
  
Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat di atas diartikan dengan 
kemaslahatan umat. Sedangkan, secara sederhana maslahat itu dapat 
diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang 
sehat. Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal dapat 
mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum, 
yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia. 
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Syarat- syarat maqaṢhid al-syari'ah bahwa sesuatu baru dapat 
dikatakan sebagai maqashid al-syari'ah apabila memenuhi empat 
syarat berikut, yaitu :  
5. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang 
dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati 
kepastian.   
6. Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam 
penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara 
keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan. 
7. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran 
atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti 
menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman khamr dan 
ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.   
8. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena 
perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan 
kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan 
kafa'ah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.
49
 
MaqaṢhid al-syari'ah mempunyai tujuan syari'ah secara umum 
ke dalam dua kelompok, yaitu tujuan syari'at menurut perumusnya 
(syari') dan tujuan syari'at menurut pelakunya (mukallaf). MaqaṢhid 
al-syari'ah dalam konteks MaqaṢhid al-syari' meliputi empat hal, 
yaitu:  
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5. Tujuan utama syari'at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan 
di akhirat.  
6. Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.  
7. Syari'at sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan.  
8. Tujuan syari'at membawa manusia selalu di bawah naungan 
hukum.
50
 
Keempat aspek di atas saling terkait dan berhubungan dengan 
Allah sebagai pembuat syari'at (syari'). Allah tidak mungkin 
menetapkan syari'at- Nya kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan 
hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tujuan ini akan 
terwujud bila ada taklif hukum, dan taklif hukum itu baru dapat 
dilaksanakan apabila sebelumnya dimengerti dan dipahami oleh 
manusia. Oleh karena itu semua tujuan akan tercapai bila manusia 
dalam perilakunya sehari-hari selalu ada di jalur hukum dan tidak 
berbuat sesuatu menurut hawa nafsunya sendiri.
51
 
2. Tujuan MaqaṢhid Syari'ah  
Dijelaskan bahwa ada lima pokok kemaslahatan yang 
berdasarkan kepentingan dan kebutuhannya yaitu dengan metode 
ijtihad sebagai berikut: 
a. Memelihara Agama 
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Memelihara berdasarkan kebutuhannyam dapat dibedakan 
menjadi tiga bagian sebagai berikut: 
1) Memelihara agama dalam peringkat dharuriyat, yaitu 
memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan 
masuk peringkat primer, seperti melaksanakan lima waktu. 
Jika shalat lima waktu itu tidak dilaksanakan, maka akan 
merusak eksistensi agama. 
2) Memelihara agama dalam peringkat hajiyat, yaitu 
melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud 
menghindari berbagai kesulitan seperti melaksanakan 
shalat jama’ dan qashar bagi yang sedang bepergian. Jika 
ketentuan ini tidak akan mengancam agama, hanya saja 
akan menemui kesulitan. 
3) Memelihara dalam peringkat tahsiniyat, yaitu mengikuti 
petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia 
sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap 
Tuhan, seperti membersihkan badan, pakaian sekaligus 
bersuci, kegiatan tersebut apabila tidak dilaksanakan tidak 
akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan perintah 
agama. Hanya saja hal tersebut sangat erat kaitannya 
dengan nilai-nilai estetika dan akhlaq terpuji.
52
 
b. Memelihara Jiwa 
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Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya 
dapat dibedakan menjadi tiga bagian: 
1) Memelihara jiwa dalam peringkat dharuruyat, seperti 
memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari berupa makanan 
dalam rangka mempertahankan hidup. Jika kebutuhan 
pokok tersebut diabaikan maka akan berakibat 
terancamnya eksistensi jiwa manusia. 
2) Memelihara jiwa dalam peringkat hajiyat, seperti 
diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati 
makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan diabaikan, 
maka tidak akan mengancam kehidupan manusia, 
melainkan hanya mengalami kesulitan dalam hidupnya. 
3) Memelihara dalam peringkat tahsiniyyat, seperti 
ditetapkannya tata cara makan dan minum yang baik. 
Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan 
estetika dan sama sekali tidak akan mengancam eksistensi 
jiwa manusia ataupun mempersulit kehidupan seseorang.
53
 
c. Memelihara Akal 
Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya dapat 
dibedakan menjadi tiga peringkat: 
1) Memelihara akal dalam peringkat dharuriyat, seperti 
diharamkan meminum minuman keras, jika larangan ini 
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tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya 
eksistensi akal. 
2) Memelihara akal dalam peringkat hajiyat, seperti 
dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan, sekiranya hal 
tersebut tidak dilakukan, maka tidak akan merusak akal, 
akan tetapi hanya mempengaruhi diri seseorang dalam 
kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan 
orang tersebut akan banyak mengalami kesulitan dalam 
kehidupan sehari-hari. 
3) Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyyat, seperti 
adanya ketentuan dari penipuan. Hal ini erat kaitannya 
dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga 
akan berpengaruh pada sah dan tidaknya dalam jual beli 
itu sendiri, peringkat yang ketiga juga merupakan syarat 
adanya peringkat kedua.
54
 
d. Memelihara Harta 
Memelihara harta jika dilihat dari segi kepentingannya 
dapat diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan: 
1) Memelihara harta dalam peringkat dhairiyat, seperti Islam 
melarang mencuri harta orang lain, apabila aturan ini 
dilanggar  maka berakibat terancamnya harta hak orang 
lain.                             
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2) Memelihara harta dalam peringkat hajiyat, seperti Islam 
memerintah adanya lembaga keuangan yang dapat 
menyimpan atau mengamankan harta hak milik 
perorangan atau kolektif. Tidak adanya lembaga keuangan 
tersebut eksistensi harta tersebut tidak akan terancam, 
hanya saja mengalami kesulitan dalam memelihara hartaa 
yang dimiliki. 
3) Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyat, seperti 
adanya bentuk dan model bentuk gedung dimiliki oleh 
lembaga keuangan tersebut, bentuk dan model ini hanya 
terkait dengan persoalan etika dan estetika. Dengan bentuk 
dan model sembarangan tidak  dapat mempersulit dalam 
memelihara harta apalagi mengancam eksistensi hata, 
hanya saja apabila bentuk dengan model megah dan lebih 
menarik serta menyenangkan bagi orang melihatnya.
55
 
e. Memelihara Keturunan  
Memelihara keturunan dilihat dari segi kebutuhannya 
dapat dibagi tiga  peringkat: 
1) Memelihara keturunan dalam peringkat dharuriyat, seperti 
memerintahkan nikah dan melarang berzina, jika perintah 
ini tidak diindahkan maka berakibat hancurnya system 
keturunan. 
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2) Memelihara keturunan dalam peringkat hajiyat, seperti 
ditetapkan adanya lembaga yang mengatur bagaimana cara 
dan system pernikahan yang dapat membawa pada 
kemaslahatan. Tidak adanya lembaga yang mengatur 
system perkawinan tidak akan mengancam eksistensi 
keturunan, karena orang masih bisa melakukan akad nikah 
dimana saja, hanya saja akan mengalami kesulitan. 
3) Memelihara dalam peringkat tahsiniyyat, seperti 
diadakannya walimahan dan resepsi, hal ini hanya 
berkenaan dengan persoalan etika dan estetika, tidak 
mengadakan resepsi pernikahan dan walimahan tidak akan 
mengalami kesulitan dalam memelihara keturunan apalagi 
menghancurkan keturunan.
56
 
Maslahat sebagai substansi dari maqashid al-syari'ah dapat 
dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya 
dalam kehidupan manusia, maslahat dapat dibagi menjadi tiga 
tingkatan :  
a. Dharuriyat, yaitu maslahat yang bersifat primer, di mana 
kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek 
diniyah (agama) maupun aspek duniawi.
57
 Maka ini merupakan 
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sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan 
manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi 
hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). 
Ini merupakan tingkatan maslahat yang paling tinggi. Di dalam 
Islam, maslahat dharuriyat ini dijaga dari dua sisi: pertama, 
realisasi dan perwujudannya, dan kedua, memelihara 
kelestariannya. Contohnya, yang pertama menjaga agama 
dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban 
agama, serta yang kedua menjaga kelestarian agama dengan 
berjuang dan berjihad terhadap musuh-musuh Islam.  
b. Hajiyat, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan 
oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan 
menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, 
akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak 
sampai merusak kehidupan.  
c. Tahsiniyat, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan muru'ah 
(moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. 
Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun 
menyulitkan kehidupan manusia. Maslahat tahsiniyat ini 
diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan 
kualitas kehidupan manusia.
58
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Dalam kaitannya dengan cara untuk mengetahui hikmah dan 
tujuan penetapan hukum, setidaknya ada tiga cara yang telah ditempuh 
oleh ulama sebelum al-Syathibi, yaitu :  
a. Ulama yang berpendapat bahwa maqashid al-syari'ah adalah 
sesuatu yang abstrak, sehingga tidak dapat diketahui kecuali 
melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk zahir lafal yang jelas. 
Petunjuk itu tidak memerlukan penelitian mendalam yang justru 
memungkinkan akan menyebabkan pertentangan dengan 
kehendak bahasa. Cara ini ditempuh oleh ulama Zahiriyah.
59
  
b. Ulama yang tidak mementingkan pendekatan zahir lafal untuk 
mengetahui maqashid al-syari'ah. Mereka terbagi dalam dua 
kelompok :  
1) Kelompok ulama yang berpendapat bahwa maqashid al- 
syari'ah ditemukan bukan dalam bentuk zahir lafal dan 
bukan pula dari apa yang dipahami dari tunjukan zahir 
lafal itu. Akan tetapi maqashid al-syari'ah merupakan hal 
lain yang ada di balik tunjukan zahir lafal yang terdapat 
dalam semua aspek syari'ah sehingga tidak seorang pun 
dapat berpegang dengan zahir lafal yang 
memungkinkannya memperoleh maqashid al-syari'ah. 
Kelompok ini disebut kelompok Bathiniyah.  
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2) Kelompok ulama yang berpendapat bahwa maqashid al- 
syari'ah harus dikaitkan dengan pengertian-pengertian 
lafal. Artinya zahir lafal tidak harus mengandung tunjukan 
yang bersifat mutlak. Apabila terjadi pertentangan antara 
zahir lafal dengan penalaran akal, maka yang diutamakan 
dan didahulukan adalah penalaran akal, baik itu atas dasar 
keharusan menjaga maslahat atau tidak. Kelompok ini 
disebut kelompok Muta'ammiqin fi al-Qiyas.  
c. Ulama yang melakukan penggabungan dua pendekatan (zahir 
lafal dan pertimbangan makna/illat) dalam suatu bentuk yang 
tidak merusak pengertian zahir lafal dan tidak pula merusak 
kandungan makna/illat, agar syari'ah tetap berjalan secara 
harmonis tanpa kontradiksi.
60
 
Dalam pandangan Asafri, dalam rangka memahami maqashid 
al- syari'ah ini, al-Syathibi tampaknya termasuk dalam kelompok 
ketiga (rasikhin) yang memadukan dua pendekatan, yakni zahir lafal 
dan pertimbangan makna atau illat. Hal ini dapat dilihat dari tiga cara 
yang dikemukakan oleh al-Syathibi.
61
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BAB III 
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI DAN KASUS SENGKETA WARIS 
ANAK ANGKAT  NOMOR: 0623/Pdt.G/2015/PA.Wng 
 
A. Gambaran Umum Profil Pengadilan Agama Wonogiri 
1. Sejarah Lahirnya Pengadilan Agama  
Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, jenis perkara 
yang diadilinya adalah jenis perkara menurut hukum Islam. Ada juga yang 
menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan Khusus karena 
hanya mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai glongan rakyat 
tertentu.
62
 Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Peradilan 
Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara di Indonesia yang sah, 
yang bersifat khusus, yang berwenang dalam perkara perdata Islam 
tertentu dan tidak mencakup seluruh perdata Islam.
63
 
Bagi umat Islam Indonesia, eksistensi Peradilan Agama tidak bisa 
dipisahkan, karena merupakan condition sine qua non sepanjang ada umat 
Islam, sepanjang itu pula Peradilan Agama ada, meskipun dalam 
bentuknya yang sederhana dan kewenangan yang sangat terbatas. Karena 
itu bukan sesuatu yang baru dalam dinamika sejarah Indonesia eksistensi 
Peradilan Agama.
64
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Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama khususnya lewat pasal 106 Lembaga Peradilan Agama 
mengalami perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Status dan 
eksistensinya telah pasti, sebab lewat pasal 106 tersebut keberadaan 
lembaga Peradilan Agama yang dibentuk sebelum lahirnya Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 keberadaannya diakui dan disahkan dengan 
Undang-undang Peradilan ini. Dengan demikian Peradilan Agama menjadi 
mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
dimana ciri-cirinya antara lain hukum acara dilaksanakan dengan baik dan 
benar, tertib dalam melaksanakan administrasi perkara dan putusan 
dilaksanakan sendiri oleh pengadilan yang memutus perkara tersebut.
65
 
Diawali dengan lahirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 
tentang Perubahan UU Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan 
Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan: 
a. Badan-badan peradilan secara organisatoris, administratif dan 
finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ini berarti 
kekuasaan Departemen Agama terhadap Peradilan Agama dalam 
bidang-bidang tersebut, yang sudah berjalan sejak proklamasi, akan 
beralih ke Mahkamah Agung. 
b. Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dari lingkungan-
lingkungan : peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata 
usaha negara ke Mahkamah Agung dan ketentuan pengalihan untuk 
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masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan UU 
sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing 
serta dilaksanakan secara bertahap selambat-lambatnya selama 5 
tahun. 
c. Ketentuan mengenai tata cara pengalihan secara bertahap tersebut 
ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
66
 
Selama rentang waktu 5 tahun itu Mahkamah Agung membentuk 
tim kerja, untuk mempersiapkan segala sesuatunya termasuk perangkat 
peraturan perundang-undangan yang akan mengatur lebih lanjut, sehingga 
Peradilan Agama saat ini sedang memerankan eksistensinya setelah berada 
dalam satu atap kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung dan 
pasca amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Dengan Undang-undang ini 
Peradilan Agama tercabut dari Departemen Agama dan masuk ke 
Mahkamah Agung, ini berarti pengakuan yuridis, politis, dan sosiologis 
terhadap lembaga peradilan agama sebagai salah satu penyelenggara 
kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, berisi 
bahwa lingkungan peradilan dibagi menjadi empat yaitu: 
a. Lingkungan peradilan umum adalah pengadilan negeri, pengadilan 
tinggi, mahkamah agung. 
b. Lingkungan peradilan Agama adalah pengadilan agama, 
pengadilan tinggi agama, mahkamah agung. 
                                                          
66
 M Yahya Harahap, Kedudukan dan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 9. 
  
54 
 
c. Lingkungan peradilan militer adalah mahkamah militer, mahkamah 
militer tinggi, mahkamah agung. 
d. Lingkungan peradilan tata usaha negara adalah peradilan tata usaha 
negara, peradilan tinggi tata usaha negara dan Mahkamah Agung.
67
 
Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang 
beragama Islam saja, jadi lembaga peradilan khusus diperuntukkan bagi 
umat Islam saja, hal ini menunjukkan bahwa bagi umat Islam yang 
berperkara dapat menyelesaikannya melalui peradilan yang hakim-
hakimnya beragama Islam serta diselesaikan menurut agama Islam.  
Kekuasaan atau kewenangan Pengadilan berkitan dengan dua hal 
hukum acara yaitu kekuasaan relative dan kekuasaan absolut.
68
 Wewenang 
Pengadilan Agama Wonogiri terdiri dari wewenang absolut dan wewenang 
relatif: 
a. Wewenang absolut 
Wewenang absolut Pengadilan Agama berkenaan dengan 
jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Pasal 49 ayat (1) 
UU No.7 Tahun 1989 yang telah di amandemen dengan UU Nomor 
3 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan 
berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-
perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam 
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dibidang: Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, 
Infak, Shadaqah, dan Ekonomi syariat.
69
 
b. Wewenang relatif  
Wewenang relatif berkenaan dengan daerah hukum suatu 
pengadilan.
70
 Dalam undang-undang No.7 Tahun 1989 disebutkan 
Pengadilan Agama berkedudukan di kota madia atau kabupaten 
yang daerahnya meliputi wilayah kota madia atau kabupaten. 
Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan peradilan yang sama 
jenis dan tingkatan. Misalnya antara Pengadilan Negeri Bogor 
dengan Pengadilan Negeri Subang, Pengadilan Agama Muara Enim 
dan Pengadilan Agama Baturaja.
71
 
2. Profil Pengadilan Agama Wonogiri 
Pengadilan Agama Wonogiri terletak di Dusun Salak, Desa 
Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, tepatnya sebelah utara Pendopo 
rumah Dinas Bupati Wonogiri, yang sekarang berdampingan dengan 
masjid Agung Wonogiri.
72
 
1 NAMA Pengadilan Agama Wonogiri 
2 ALAMAT Jl. Pemuda No. 01 Telp./Fax 
0273-321069 
3 WILAYAH HUKUM  
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 Kecamatan 25 Kecamatan 
 Desa/Kelurahana 294 Desa/ Kelurahan 
 Batas wilayah  Sebelah timur Kab. 
Ponorogo 
  Sebelah selatan Kab. Pacitan 
  Sebelah barat Kab. Klaten 
dan Daerah Istimewa 
Yogyakarta 
  Sebelah utara Kab. 
Karanganyar dan Kab. 
Sukoharjo 
4 LETAK GEOGRAFIS Garis lintang 7 0 32’ sampai 
8 0 15’ dan garis bukur 110 0 
41’ sampai 111 0 18’ 
 
Dasar Hukum pembentukan Pengadilan Agama Wonogiri 
Pengadilan Agama Wonogiri dibentuk berdasarkan Staatsblad 
Nomor 152 Tahun 1882 tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa 
dan Madura dengan nama Raad Agama/ Penghulu Laandraad jo Staatsblad 
Nomor 116 dan 610 Tahun 1937 dan Staatsblad Nomor 3 Tahun 1940 jo 
Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 (Pasal 106) jo. UU No.3 Tahun 
2003 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989. Pengadilan Agama 
Wonogiri yang berkantor di Jl. Pemuda No.01 Wonogiri dibangun pada 
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sebelu tahun 1966 karenadokumen pembentukan Pengadilan Agama 
Wonogiri belum ditemukan yang disebabkan banjir pada tahun 1966 
dengan dana APBN. 
 
 
B. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonogiri Tentang Sengketa 
Waris Anak Angkat Nomor: 0623/Pdt.G/2015/PA.Wng. 
Deskripsi Perkara Nomor: 0623/Pdt.G/2015/PA.Wng. Tentang 
Sengketa Waris Anak Angkat. 
Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih mendalam disini penulis 
akan menjelaskan tentang duduk perkara sengketa waris yang diajukan 
kepada Pengadilan Agama Wonogiri untuk mengetahui lebih jelasnya 
tentang perkara dalam putusan tersebut . Dalam kasus berdasarkan putusan 
Pengadilan Agama Wonogiri Nomor: 0623/Pdt.G/2015/PA.Wng duduk 
perkaranya sebagai berikut :
73
 
Bahwa dahulu pernah ada pasangan suami isteri yang bernama 
Soemarno Marmohardjono Bin Taroe Warsito dan Kartinah Marmohardjono 
Binti Karso Jumiko yang bertempat tinggal di Wonogiri. Pada tanggal 8 
September 1999 bapak Soemarmo telah meninggal dunia, kemudian disusul 
meninggal duania oleh isterinya ibu Kartinah pada tanggal 19 Oktober 2006. 
Sebelumnya dalam pekawinan anatara Soemarmo dengan Kartinah mereka 
tidak mempunyai anak kandung melainkan mengangkat anak yang bernama 
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Sulistyaningsih, sedangkan dari alm Soemarmo masih memiliki saudara 
yang masih hidup. Pasangan Soemarmo dan Kertinah memiliki harta yang 
ditinggalkan yaitu :  
1. Sebidang Tanah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 668, dengan 
luas 5701 m
2 
atas nama Kartinah yang terletak di Desa Singodutan, 
Kecamatan Selogiri, Wonogiri. 
2. Sebidang Tanah tercatat Sertifikat Hak Milik No. 829, dengan luas 
5661 m
2 
atas nama Kartinah yang terletak di Desa Singodutan, 
Kecamatan Selogiri, Wonogiri. 
3. Tanah bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 1748, 
dengan luas 2825 m
2 
atas nama Kartinah yang terletak di Bulusulur, 
Wonogiri. 
4. Tanah bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 602, 
dengan luas 3765 m
2 
atas nama H. Soemarmo yang terletak di Talon 
Ombo, Baturetno, Wonogiri. 
5. Tanah bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 1014, 
dengan luas tanah 585 m
2 
atas nama H. Soemarmo yang terletak di 
Talon Ombo, Baturetno, Wonogiri. 
6. Tanah pekarangan yang diatasnya berdiri SPBU NO. 44. 571. 15 yang 
tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 11585, dengan luas tanah 
2800 m
2 
atas nama H. Soemarmo yang terletak di Jlm. Kolinel 
Sugiono No. 218, Kadipuro, Surakarta. 
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Kemudin semua aset harta Alm Soemarmo dengan Almh Kartinah 
telah dialihkan dan telah beralih menjadi atas nama Hj. Sulistyaningsih yang 
membuat surat keterangan Waris pada tanggal 10 Juli 2007, sehingga harta 
tersebut beralih:  
1. Sebidang Tanah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 668, dengan 
luas 5701 m
2 
atas nama Kartinah yang terletak di Desa Singodutan, 
Kecamatan Selogiri, Wonogiri. Telah beralih dengan dasar : Turun 
Waris dengan Surat Keterangan Waris yaitu pada tanggal 10 Juli 2007 
dari Kartinah ke Sulistyaningsih dan sekarang beralih dantercacat 
sebagaimana : Sertifikat Hak Milik No. 668, dengan luas 5701 m
2 
atas 
nama Hj. Sulistyaningsih yang terletak di Desa Singodutan, 
Kecamatan Selogiri, Wonogiri. 
2. Sebidang Tanah tercatat Sertifikat Hak Milik No. 829, dengan luas 
5661 m
2 
atas nama Kartinah yang terletak di Desa Singodutan, 
Kecamatan Selogiri, Wonogiri. Telah beralih dengan dasar : Turun 
Waris dengan Surat Keterangan Waris dari Kartinah ke 
Sulistyaningsih dan sekarang beralih dantercacat sebagaimana : 
Sertifikat Hak Milik No. 829, dengan luas 5661 m
2 
atas nama Hj. 
Sulistyaningsih yang terletak di Desa Singodutan, Kecamatan 
Selogiri. 
3. Tanah bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 1748, 
dengan luas 2825 m
2 
atas nama Kartinah yang terletak di Bulusulur, 
Wonogiri. Telah beralih dengan dasar : Turun Waris dengan Surat 
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Keterangan Waris yaitu pada tanggal 20 Februari 2009 dari Kartinah 
ke Sulistyaningsih dan sekarang beralih dantercacat sebagaimana : 
Sertifikat Hak Milik No. 1748, dengan luas 2825 m
2 
atas nama 
Sulistyaningsih yang terletak di Bulusulur, Wonogiri. 
4. Tanah bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 602, 
dengan luas 3765 m
2 
atas nama H. Soemarmo yang terletak di Talon 
Ombo, Baturetno, Wonogiri. Telah beralih dengan dasar : Turun 
Waris dengan Surat Keterangan Waris yaitu pada tanggal 10 mei 2008 
dari Soemarmo ke Sulistyaningsih dan sekarang beralih dantercacat 
sebagaimana : Sertifikat Hak Milik No. 602, dengan luas 3765 m
2 
atas 
nama Hj. Sulistyaningsih yang terletak di Talon Ombo, Baturetno, 
Wonogiri. 
5. Tanah bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 1014, 
dengan luas tanah 585 m
2 
atas nama H. Soemarmo yang terletak di 
Talon Ombo, Baturetno, Wonogiri. Telah beralih dengan dasar : 
Turun Waris dengan Surat Keterangan Waris yaitu pada tanggal 10 
mei 2008 dari Soemarmo ke Sulistyaningsih dan sekarang beralih 
dantercacat sebagaimana : Sertifikat Hak Milik No. 1014, dengan luas 
tanah 585 m
2 
atas nama Hj. Sulistyaningsih yang terletak di Talon 
Ombo, Baturetno, Wonogiri. 
6. Tanah pekarangan yang diatasnya berdiri SPBU NO. 44. 571. 15 yang 
tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 11585, dengan luas tanah 
2800 m
2 
atas nama H. Soemarmo yang terletak di Jlm. Kolinel 
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Sugiono No. 218, Kadipuro, Surakarta. Sekarang telah beralih 
menjadi atas nama : Sulistyaningsih yaitu sebagaimana tercatat dalam 
Sertifikat Hak Milik No 11585, dengan luas tanah 2800 m
2 
atas nama 
Sulistyaningsih yang terletak di Jlm. Kolinel Sugiono No. 218, 
Kadipuro, Surakarta. 
Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak 
Ketua Pengadilan Agama Wonogiri melalui Majelis Hakim Pemeriksa 
Perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut: 
1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pengguga untuk seluruhnya. 
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( CB ) terhadap tanah 
obyek sengketa. 
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Alm. Soemarto, Alm. Soemarni, 
Alm. Soemarso, Alm. Soemarsi adalah ahli waris yang sah dari Alm. 
Soemarmo yang berhak mewarisi semua harta warisan/ 
peninggalannya. 
4. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris 
pengganti yang sah dari Alm Soemarmo yang berhak atas obyek 
sengketa tersebut. 
5. Menetapkan menurut hukum bahwa obyek sengketa adalah harta 
warisan/ peninggalan dari Alm. Seomarmo dengan Almh. Kartinah 
belum dibagi waris antara para ahli waris yang sah. 
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6. Menetapkan menurut hukum obyek sengketa boedel warisan agar 
dibagi waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku 
kepada ahli waris yang sah. 
7. Menyatakan menurut hukum Surak Keterangan Waris tertanggal 17 
Januari 2007 yang dibuat oleh Tergugat (Hj. Sulistioningsih) adalah 
cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan untuk berlaku. 
8. Menyatakan menurut hukum peralihan obyek sengketa/ harta warisan 
dari Alm. Soemarmo dengan Almh. Kartinah kepada Tergugat adalah 
tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugukan 
Penggugat. 
9. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik ( obyek 
sengketa ) antara lain :  
a. Sertifikat Hak Milik No. 668, luas 5701 m2 atas nama Hj. 
Sulisyaningsih yang terletak di Desa Singodutan, Kecamatan 
Selogiri. 
b. Sertifikat Hak Milik No. 829, luas 5661 m2 atas nama Hj. 
Sulisyaningsih yang terletak di Desa Singodutan, Kecamatan 
Selogiri, Wonogiri 
c. Sertifikat Hak Milik No. 1748, luas 2825 m2 atas nama Hj. 
Sulisyaningsih yang terletak di Bulusumur, Wonogiri. 
d. Sertifikat Hak Milik No. 602, luas 3765 m2 atas nama Hj. 
Sulisyaningsih yang terletak di Talon ombo, Baturetno, 
Wonogiri. 
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e. Sertifikat Hak Milik No. 1014, luas 585 m2 atas nama Hj. 
Sulisyaningsih yang terletak di Talon ombo, Baturetno, 
Wonogiri. 
f. Sertifikat Hak Milik No. 11585, luas 2800 m2 atas nama Hj. 
Sulisyaningsih yang terletak di Jln. Kolonel Sugiono No. 218, 
Kadipiro, Surakarta. 
Kesemuanya adalah cacat hukum serta tidak sah menurut hukum, dan 
kembali menjadi atas nama semula (pewaris) sebagaimana Posita 
angka 07. 
10. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan fisik dan sertifikat 
atas obyek sengketa oleh Tergugat hukum yang merugikan penggat. 
11. Menghukum kepada Tergugat (Hj. Sulistyaningsih) dan siapa saja 
yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan tanah sengketa / 
obyek sengketa serta sertifikatnya kepada Penggugat untuk dibagi 
waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam keadaan kosong 
dan baik dengan tanpa syarat dan beban apapun kepada Penggugat, 
kalau perlu dengan bantuan negara (polisi) berdasarkan kekuasaan 
kehakiman. 
12. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa berdasarkan 
putusan ini dapat dijadikan permohonan penjualan lelang atas obyek 
sengketa dan hasil penjualnya agar dibagikan sesuai dengan hak 
kepada para ahli waris yang sah sebagaimana ketentuan hukum Islam. 
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13. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan 
ini. 
14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul 
dalam perkara ini. 
Dengan diajukan gugatan penggugat ke Pengadilan Agama Wonogiri 
maka Pengadilan Agama Wonogiri berhak menerima dan tidak boleh 
menolak karena termasuk kewenangan absolut dan kewenangan relatif 
Pengadilan Agama Wonogiri. Dalam penyelesaian perkara tersebut 
Pengadilan Agama Wonogiri memberikan amar putusan yang intinya, 
berbunyi : 
1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat yang telah dipanggil secara 
resmi dan patut untuk menghadiri persidangan tidak hadir. 
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 
3. Menghukum kepada penggugat untuk membayar biaya perkara. 
Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor: 
0623/Pdt.G/2015/PA.Wng 
Berdasarkan uraian kejadian (Posita) yang diajukan oleh penggugat 
dengan perkara Nomor :0623/Pdt.G/2015/PA.Wng, maka Pengadilan 
Agama Wonogiri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan perkara tersebut. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 49 ayat 
(1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 
dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. 
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Disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang 
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama 
diantara orang-orang beragama Islam antara lain di bidang waris. Serta 
dengan adanya asas-asas umum Peradilan Agama, setiap perkara yang 
diajukan ke Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama harus diperiksa dan 
Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dengan alasan tidak ada 
dasar hukum yang mengatur, belum mengatur, atau kurang jelas mengatur. 
Hal ini dirumuskan dalam pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 
1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan : 
“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu 
perkara dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan 
wajib memeriksa dan memutusnya.” 
Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara 
dianggap tahu akan hukumnya. Hal ini dikenal dengan asas ius curia novit.
74
 
Dalam menyelesaikan perkara, Hakim peradilan agama berdasarkan pada 
Al-Qur’an dan As-Sunnah, serta Kompilasi Hukum Islam yang statusnya 
sebagai hukum materiil di lingkungan Peradilan Agama di Indoneisa. Dalam 
kasus Sengketa waris yang diajukan oleh Penggugat dengan perkara Nomor 
: 0623/Pdt.G/2015/PA.Wng, kepada Pengadilan Agama Wonogiri yaitu 
supaya mendapatkan warisan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. 
Maka Pengadilan Agama Wonogiri tidak boleh untuk menolaknya. Setelah 
perkara diterima, maka majelis hakim harus memeriksa, memutus dan 
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menyelesaikan perkara yang diterimanya. Sebelum memutus perkara Nomor 
: 0623/Pdt.G/2015/PA.Wng, Majelis Hakim haruslah mempunyai dasar 
pertimbangan hukum yang dijadikan alasan untuk menyelesaikan perkara 
yang diajukannya.  
Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang 
Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan 
Kehakiman yang berbunyi :   
“Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-
dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari 
peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis 
yang dijadikan dasar untuk mengadili.” 
Dalam perkara nomor 0623/Pdt.G/2015/PA.Wng, tujuan dari 
penggugat adalah agar mendapat sebagian harta dari Alm. Soemarmo dan 
Almh. Kartinah karena harta warisannya yang diambil alih kepada anak 
angkatnya Sulistyaningsih. Kemudian berikut pertimbangan majelis hakim 
mempertimbangan perkara tersebut: 
Menimbang, bahwa ternyata Tergugat dan Turut Tergugat meskipun 
telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 122 jo 
pasal 390 ayat 1 HIR untuk menghadap di persidangan,tidak datang 
menghadao tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula 
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, oleh karena itu 
Tergugat dan Turut Tergugat harus dinyatakan tidak hadir; 
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Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas harta 
peninggalan dari pasangan suami istri Soemarmo dan Kartinah, Penggugat 
sebagai keponakan dari Soemarmo, sehingga Penggugat mempunyai legal 
standing untuk mengajukan gugatan a quo. 
Menimbang bahwa terhadap kehadiran kuasa hukum Penggugat dalam 
persidangan perkara ii ternyata didasarkan atas surat kuasa khusus yang sah 
tertanggal 14 Juni 2015 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan 
Wonogiri tertanggal 15 Juni 2015, maka kuasa hukum tersebut sah untuk 
mewakili dan melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama penggugat 
dalam perkara ini. 
Menimbang bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1889 yang telah di ubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 
2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan 
Agama menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, 
memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama anatara 
orang-orang yang beragama Islam salah satunya di bidang waris. 
Menimbang bahwa berdasarkan surat gugutan, Penggugat dan 
Tergugat beragama Islam dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah 
Yurisdiksi Pengadilan Agama Wonogiri sehingga Pengadilan Agama 
Wonogiri baik secara Kopetensi absolot maupun Kopetensi relatif 
berwenang untuk mengadili perkara a quo; 
Menimbang, bahwa setelah majlis membaca surat gugatan Penggugat, 
ternyata dalam fundamentum petendinya tidak menyantumkan secara jelas: 
  
68 
 
1. Sejak kapan dan sampai kapan Soemarmo dan Kartinah sebagai suami 
isteri. 
2. Harta yang diperoleh ketika Soemarmo dan Kartinah sebagai suami 
isteri. 
3. Ada tidaknya masing- masing antara Soemarmo dan Kartinah sebelum 
menikah membawa harta bawaan. 
4. Agama pewaris ( Soemarmo) dan Kartinah saat meninggal dunia. 
5. Ahli waris yang ditinggalkan saat Soemarmo meniggal dunia pada 
tanggal 8 September 1999. 
6. Harta yang di tinggalkan saat Soemarmo Soemarmo meninggal dunia  
pada tanggal 8 September 1999. 
7. Ahli waris yang ditinggalkan saat Kartinah meingal dunia pada 
tanggal 19 Oktober 2006. 
8. Ahli waris dari Kartinah tidak ada satupun yang disebutkan dalam 
surat gugatan Penggugat. Ahli waris yang disebutkan dalam posita 04 
(dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 0623/Pdt.G/2015/Pa.Wng) 
surat gugatan Penggugat hanya mempunyai hubungan waris dengan 
Soemarmo dan tidak ada hubungan waris dengan Kartinah. 
9. Harta yang ditinggalkan Kartinah saat meninggal dunia. 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut 
di atas majlis dalam musyawarahna menilai bahwa dalil- dalil gugatan 
Penggugat tidak jelas (cacat formil dan materiil) sehingga harus dinyatakan 
tidak dapat diterima (niet onvankelijk Verklart) 
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Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat 
diterima maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara 
yang timbut dalam pemeriksaan ini yang besarnya akan disebutkan dalam 
amar putusan. 
Kemudin kasus dilanjutkan naik banding ke Pengadilan Tinggi Agama 
Semarang. Yang di putus pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang 
Nomor 247/Pdt.G/2015/PTA.Smg. Kemudian dalam putusannya majelis 
hakim memutus perkara tersebut berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: 
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majlis Hakim 
Tingkat Pertama berpendapat yang pada pokoknya bahwa guguatan tersebut 
tidak lengkap dan kabur karena dalam posita atau fundamentum petendinya 
tidak mencantumkan secara jelas yaitu :  
1. Sejak kapan dan sampai kapa Soemarmo dan Kartinah sebagai suami 
dan isteri. 
2. Harta yang diperoleh ketika Soemarmo dan Kartinah sebagai suami 
istri. 
3. Ada tidaknya masing- masing antara Soemarmo dan Kartinah sebelum 
menikah harta bawaan. 
4. Agama pewaris saat meninggal. 
5. Ahli waris yang ditinggalkan saat Soemarmo meninggal dunia tanggal 
08 September 1999 
6. Harta yang ditinggalkan daat Soemarmo meninggal dunia tanggal 08 
September 1999. 
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7. Ahli waris yang ditinggalkan Kartinah yang meninggal tanggal 19 
Oktober 2006. 
8. Ahli waris dari Kartinah tidak ada satupu  yang bungan disebutkan 
dalam surat gugatan Penggugat. Ahli waris yang dibutuhkan dalam 
posita gugatan penggugat hanya mempunyai hubungan waris dengan 
Soemarmo dan tidak ada hubungannya dengan Kartinah. 
9. Harta yang ditinggalakan Kartinah saat meninggal dunia. 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majlis 
Hakim Tingkat Tinggi Pertama berkesimpulan dan memutus bahwa dalil-
dalil gugatan Penggugat tidak jelas (cacat formil dan materiil) sehingga 
harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO) ; 
Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama 
tersebut adalah sudah tepat dan benar namun Majlis Hakim Tingkat 
Banding perlu menambahkan bahwa masih ada beberapa hal yang sangat 
penting tetapi tidak dicantumkan dalam surat gugatan yaitu : 
1. Tidak disebutkan nama-nama anak dari almarhu saudara-saudara 
pewaris (almarhum Soemarmo Marmohardjono bin Taroe Warsito), 
begitu pula tidak disebutkan apakah anak yang ditinggalkan itu masih 
hidup atau sudah meninggal dunia dan kalau sudah meninggal dunia 
harus pula dicantumkan tahun meingalnya. 
2. Tidak disebutkan nama isteri dari almarhum saudara-saudara pewaris 
(almarhum Soemarmo Marmohardjono bin Taroe Warsito), begitu 
pula tidak disebutkan apakah isterinya itu belum cerai, apakah masih 
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hidup atau sudah meninggal dunia dan kalau sudah meninggal dunia 
harus pula dicantumkan tahun meingalnya. 
3. Tidak disebutkan tahun kematian saudara-saudara pewaris. 
4. Tidak dijadikan pihak-pihak yaitu saudara kandung pewaris yang 
masih hidup (Soemarso), anak dari almarhum saudara pewaris dan 
orang yang membeli dan menguasai harta warisan yang sudah dijual. 
Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
tersebut diatas, maka Majekis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa 
Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 0623/Pdt.G/2015/PA.Wng 
tanggal 18 Agustus 2015 M bertempatan dengan tanggal 03 Dzulqo’dah 
1436 H, dapat dipertahankan dan dikuatkan ; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 ayat 1 HIR, maka biaya 
perkara dibebankan kepada Penggugat/Pembanding ; 
Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini. 
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BAB IV 
ANALISIS TENTANG PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA 
SENGKETA WARIS ANAK ANGKAT DI PENGADILAN AGAMA 
WONOGIRI 
A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Sengketa Waris Anak 
Angkat di Pengadilan Agama Wonogiri (Penetapan Nomor 0623/Pdt. 
P/2015/PA.Wng) 
Pengadilan Agama berfungsi dan berperan menegakkan keadilan, 
kebenaran dan kepastian hukum. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang 
Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 1 ayat menyatakan bahwa ketentuan 
pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah sehingga berbunyi 
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan 
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 
beragama Islam dalam bidang:
75
 
1. Perkawinan 
2. Waris 
3. Wasiat 
4. Hibah 
5. Wakaf 
6. Zakat 
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 Lihat ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. 
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7. Infaq 
8. Shadaqah 
9. Ekonomi Syariah 
Kewenangan untuk memeriksa atau mengadili dalam hal sengketa 
waris adalah Pengadilan Agama Wonogiri dengan nomor perkara 
0623/Pdt.G/2015/PA.Wng. Hakim pengadilan Agama mempunyai tugas 
pokok untuk menerima, memeriksa serta menyelesaikan perkara dengan 
melakukan persidangan. Penyelesaian persidangan tersebut tercapai dengan 
adanya putusan hakim. Dalam memutuskan suatu perkara, hendaknya hakim 
bebas dari campur tangan pihak lain dan tidak memihak salah satu 
diantaranya, sehingga putusan yang dihasilkan pun benar-benar berdasarkan 
atas asas keadilan.
76
 
Hakim bukanlah corong undang-undang. Hakim adalah penegak 
hukum dan keadilan. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, 
mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa 
hukum tidak ada atau kurang jelas. Kepastian hukum bersifat general 
sehingga menghendaki kesamaan pada semua kasus.
77
 
Perkara sengketa waris anak angkat yang ditangani oleh Pengadilan 
Agama Wonogiri dengan Nomor : 0623/Pdt.G/2015/PA.Wng.  merupakan 
perkara gugatan (Contentius), yaitu tuntutan hak yang mengandung 
sengketa, dimana sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu penggugat 
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 Habibah Sahara, “Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor: 
786/Pdt.G/2006/Pa.Klt Tentang Cerai Karena Syiqoq”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syariah 
IAIN Walisongo, Semarang, 2009, hlm. 60. 
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 Mukti Arto, Pembaruan Hukum Islam Mealalui Putusan Hakim, (Yogyakarta: Pustaka 
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dan tergugat.
78
 Hakim berkewajiban untuk selalu berusaha mendamaikan 
pihak yang bersengketa, karena peran mendamaikan lebih utama dari 
sebuah putusan. Adapun tuntutan untuk selalu mendamaikan ini sesuai 
dengan ajaran Islam untuk menyelesaikan perkara dengan jalan damai 
(Islah), yakni yang tertuang dalam surat al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi: 
                    
                         
                        
      
Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu 
berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang 
satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar 
Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. 
kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan 
hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang 
yang berlaku adil”. 
 
Hakim juga berkewajiban untuk menggali nilai-nilai hukum yang 
hidup dan berkembang dalam masyarakat sehingga putusan yang 
dikeluarkan benar, adil dan tetap menghormati manusia sebagai seorang 
hamba dan khalifatullah bukan sebagai obyek hukum belaka. Majelis Hakim 
dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara dianggap 
tahu akan hukumnya. Hal ini dikenal dengan asas ius curia novit.
79
 Apabila 
hukum tertulis tidak ditemukan, maka Hakim wajib menggali, mengikuti, 
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 Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di 
Indonesia, (Yogyakarta: Gema Media, 2007), hlm. 31. 
79
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75 
 
dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat. 
Adapun pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara sengketa 
waris anak angkat Nomor : 0623/Pdt.G/2015/PA.Wng adalah sebagai 
berikut:  
Surat gugatan penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibaca dan 
ditetapkan isinya. Duduk perkara dalam sengketa waris saudara dengan 
anak angkat bawasannya dijelaskan anak angkat (tergugat) mengambil alih 
semua harta warisan dan sedangkan dari pihah saudara (penggugat) ingin 
meminta bagian dari warisan tersebut. Dalam amar putusan hakum 
Pengadilan Agama Wonogiri dijelaskan bahwa menetapkan yang intinya 
menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat yang telah dipanggil secara resmi 
dan patut untuk menghadiri persidangan tidak hadir. Kemudian menyatakan 
gugatan penggugat tidak dapat diterima. 
Dalam kasus ini yang menjadi sengketa waris adalah : 
a. Sertifikat Hak Milik No. 668, luas 5701 m2 atas nama Hj. 
Sulisyaningsih yang terletak di Desa Singodutan, Kecamatan Selogiri. 
b. Sertifikat Hak Milik No. 829, luas 5661 m2 atas nama Hj. 
Sulisyaningsih yang terletak di Desa Singodutan, Kecamatan Selogiri, 
Wonogiri 
c. Sertifikat Hak Milik No. 1748, luas 2825 m2 atas nama Hj. 
Sulisyaningsih yang terletak di Bulusumur, Wonogiri. 
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d. Sertifikat Hak Milik No. 602, luas 3765 m2 atas nama Hj. 
Sulisyaningsih yang terletak di Talon ombo, Baturetno, Wonogiri. 
e. Sertifikat Hak Milik No. 1014, luas 585 m2 atas nama Hj. 
Sulisyaningsih yang terletak di Talon ombo, Baturetno, Wonogiri. 
f. Sertifikat Hak Milik No. 11585, luas 2800 m2 atas nama Hj. 
Sulisyaningsih yang terletak di Jln. Kolonel Sugiono No. 218, 
Kadipiro, Surakarta. 
Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Wonogiri 
dengan alasan seperti yang termaktub dalam salinan putusan bahwa: 
1. Menyatakan bahwa dengan tidak mempunyai anak kandung dari hasil 
perkawinan antara Alm. Soemarmo dan Almh. Kartinah, maka 
saudara kandung Alm. Soemarmo adalah ahli waris yang sah yang 
berhak mendapatkan harta warisnnya.dengan demikian yang berhak 
mewarisi harta peninggalannya, dan berhubung para ahli waris yang 
ada yang telah meninggal, maka hak kewarisannya jatuh ke tangan 
ahli waris pengganti yaitu anak-anak kandungnya dan saudara 
kandung dari Alm. Soemarmo. 
2. Bahwa mengenai semua aset harta warisan Alm. Soemarmo dan 
Almh. Kartinah saat ini secara melawan hukum telah dialihkan dan 
sekarang telah beralih maenjadi atas nama tergugat (hj. 
Sulistyaningsih) dimana peralihan tersebut tanpa persetujuan dari para 
ahli waris yang lainnya. Bahwa proses peralihan harta warisan, 
Tergugat (hj. Sulistyaningsih) membuat surat keterangan warisan pada 
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tanggal 10 Juli 2007, kemudian terhadap proses pengalihan tersebut 
Tergugat membuat Surat Keterangan Waris tanggal 17 Januari 2007 
yang dibuat oleh Tergugat. Dengan adanya Surat Keterangan Waris 
tersebut Tergugat telah mematikan / meniadakan / menutup para ahli 
waris yang lain dari para ahli waris dari Alm. Soemarmo. 
Dalam perkara nomor 0623/Pdt.G/2015/PA.Wng, tujuan dari 
penggugat adalah agar mendapat sebagian harta dari Alm. Soemarmo dan 
Almh. Kartinah karena harta warisannya yang diambil alih kepada anak 
angkatnya Sulistyaningsih melebihi 1/3 bagian dan telah melanggar 
ketentuan pasal dalam Kompilasi Hukum Islam. Kemudian majelis hakim 
memutus perkara tersebut berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: 
Menimbang, bahwa ternyata Tergugat dan Turut Tergugat meskipun 
telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 122 jo 
pasal 390 ayat 1 HIR untuk menghadap di persidangan,tidak datang 
menghadao tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula 
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, oleh karena itu 
Tergugat dan Turut Tergugat harus dinyatakan tidak hadir; 
Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas harta 
peninggalan dari pasangan suami istri Soemarmo dan Kartinah, Penggugat 
sebagai keponakan dari Soemarmo, sehingga Penggugat mempunyai legal 
standing untuk mengajukan gugatan a quo. 
Menimbang bahwa terhadap kehadiran kuasa hukum Penggugat dalam 
persidangan perkara ii ternyata didasarkan atas surat kuasa khusus yang sah 
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tertanggal 14 Juni 2015 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan 
Wonogiri tertanggal 15 Juni 2015, maka kuasa hukum tersebut sah untuk 
mewakili dan melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama penggugat 
dalam perkara ini. 
Menimbang bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1889 yang telah di ubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 
2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan 
Agama menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, 
memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama anatara 
orang-orang yang beragama Islam salah satunya di bidang waris. 
Menimbang bahwa berdasarkan surat gugutan, Penggugat dan 
Tergugat beragama Islam dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah 
Yurisdiksi Pengadilan Agama Wonogiri sehingga Pengadilan Agama 
Wonogiri baik secara Kopetensi absolot maupun Kopetensi relatif 
berwenang untuk mengadili perkara a quo; 
Menimbang, bahwa setelah majlis membaca surat gugatan Penggugat, 
ternyata dalam fundamentum petendinya tidak menyantumkan secara jelas: 
10. Sejak kapan dan sampai kapan Soemarmo dan Kartinah sebagai suami 
isteri. 
11. Harta yang diperoleh ketika Soemarmo dan Kartinah sebagai suami 
isteri. 
12. Ada tidaknya masing- masing antara Soemarmo dan Kartinah sebelum 
menikah membawa harta bawaan. 
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13. Agama pewaris ( Soemarmo) dan Kartinah saat meninggal dunia. 
14. Ahli waris yang ditinggalkan saat Soemarmo meniggal dunia pada 
tanggal 8 September 1999. 
15. Harta yang di tinggalkan saat Soemarmo Soemarmo meninggal dunia  
pada tanggal 8 September 1999. 
16. Ahli waris yang ditinggalkan saat Kartinah meingal dunia pada 
tanggal 19 Oktober 2006. 
17. Ahli waris dari Kartinah tidak ada satupun yang disebutkan dalam 
surat gugatan Penggugat. Ahli waris yang disebutkan dalam posita 04 
(dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 0623/Pdt.G/2015/Pa.Wng) 
surat gugatan Penggugat hanya mempunyai hubungan waris dengan 
Soemarmo dan tidak ada hubungan waris dengan Kartinah. 
18. Harta yang ditinggalkan Kartinah saat meninggal dunia. 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut 
di atas majlis dalam musyawarahna menilai bahwa dalil- dalil gugatan 
Penggugat tidak jelas (cacat formil dan materiil) sehingga harus dinyatakan 
tidak dapat diterima (niet onvankelijk Verklart) 
Berdasarkan hal tersebut maka harta warisan keseluruhan dari 
pasangan Alm. Soemarmo dan Almh. Kartinah masih dimiliki oleh Tergugat 
(hj Sulistyaningsih) karena dalam gugatan Penggugat, gugatanya tidak di 
terima dan dinyatakan NO. 
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Dari pemaparan di atas menurut penulis bahwa pertimbangan hukum 
Majelis Hakim dalam memutus perkara sengketa terhadap anak angkat 
disesuaikan dan lebih tertuju pada hukum acara perdata.  
Dimana hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur 
bagaimana cara ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan 
hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah hukum yang 
menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata 
materiil.
80
 
Dengan adanya peraturan hukum acara perdata itu, orang dapat 
memulihkan kembali haknya yang telah dirugikan atau terganggu itu lewat 
hakim dan akan berusaha menghindarkan diri dari tindakan main hakim 
sendiri. Dengan lewat hakim, orang mendapat kepastian akan haknya yang 
harus dihormati oleh setiap orang, misalnya hak sebagai ahli waris, hak 
sebagai pemilik barang, dal lain-lain. dengan demikia, diharapkan sesali ada 
ketentraman dan suasana damai dalam masyarakat.
81
 
Hukum acara juga disebut hukum perdata formil, yaitu kesemuanya 
kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana 
melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana 
diatur dalam hukum perdata materiil.
82
 Meskipun tidak memberikan 
batasan, dengan menghubungkan tugas hakim, menjelaskan bahwa dalam 
peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata 
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(burgerlijke rechts orde) dan menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum 
dalam suatu perkara.
83
  
Pendapat beberapa Imam tentang hak waris dawil arham Pertama: 
golongan ini berpendapat bahwa dz\awil arhamm tidak berhak mendapat 
waris. Bila harta waris tidak ada ashabul furudh atau ashabah yang 
mengambilnya , maka seketika itu dilimpahkan kepada baitul maal kaum 
muslim. Dengan demikian tidak dibenarkan harta tersebut di berikan kepada 
dzawil arhamm hal ini menurut pendapat Zaid bin Tsabit r.a dan Ibnu Abbas 
r.a dan juga pendapat dua Imam yaitu Malik dan Syafi’i.84 
Kedua: Berpendapat bahwa dzawil arham berhak mendapatkan waris 
bila tidak ada ashbabul furud  ataupun ashabah karena itu mereka 
berpendapat bahwa dzawil arham lebih berhak daripada di berikan ke baitul 
maal pendapat ini merupakan pendapat Jumhur ulama yaitu diantaranya 
Umar bin Khatab, Ibnu Mas’ud, dan Ali bn Abi Thalib. Dan juga pendapat 
Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal.
85
 
Adapun dalil yang dijadikan landasan oleh Imam Malik dan Syafi’i 
ialah: 
1. Asal pemberian hak waris adalah dengan adanya nash Syar’i dan 
qath’i dari Al-Qur’an atau Sunnah. Dalam hal ini tidak ada nash yang 
pasti dan kuat yang menyatakan dzawil arkham untuk mendapatkan 
waris. 
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2. Rasulullah saw jika ditanya tentang hak waris bibi baik dari garis ayah 
maupun ibu beliau menjawab: “sesungguhnya Jibril telah 
memberitahukan kepadaku bahwa dari hak keduanya tidak 
mendapatkan waris sedikitpun”. 
3. Harta peninggalan jika tidak ada ashabul furudh dan ashobahnya bila 
diserahkan ke baitul maal akan dapat mewujudkan kemashlahatan 
umum, sebab umat Islam akan ikut merasakan faedah dan 
manfaatnya.
86
 
Sedangkan pendapat kedua yang memperbolehkan dzawil arkham 
mendapat warisan berdalih berdasarkan firman Allah swt dalam surat An-
Nisa’ ayat 7: 
                  
                  
              
Artinya:Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan 
ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian 
(pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit 
atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. 
 
Melalui ayat ini Allah Swt menyatakan bahwa kaum laki-laki dan 
wanita mempunyai hak untuk menerima warisan yang ditinggalkan 
kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak. Seperti yang disepakati Jumhur 
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Ulama bahwa yang dimaksud dzawil arhkam adalah kaum kerabat. Dengan 
demikian mereka berhak menerima warisan. 
Setelah melihat dan membandingkan beberapa pendapat di atas, dapat 
disimpulkan bahwa pendapat yang lebih terpilih adalah pendapat Ali, Ibnu 
Abbas, Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal yang menyatakan dzawil 
arham mendapatkan warisan apabila tidak ada ahli waris dzawil furudh 
maupun ashabah.
87
 
Memang dalam harta peninggalan dzawil arham menurut Jumhur 
ulama berhak atas harta waris jika tidak ada ahli waris lain akan tetapi 
dalam putusan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Wonogiri menjelaskan 
bahwa harta warisan yang menjadi sengketa antara Tergugat dan Penggugat 
adalah harta dari Alm Soemarmo dan Almh. Kartinah yang diambil alih 
oleh Tergugat (Hj. Sulistyaningsih). Yang mana pasangan Alm Soemarmo 
dan Almh. Kartinah tidak dikaruniai seorang anak sehingga mengangkat 
(adopsi) anak angkat yang sekaligus tergugat Sulistyaningsih. Hubungan 
anak angkat dengan orang tua angkat tidak saling mewarisi akhirnya 
sulistyaningsih membuat Surat Keterangan Waris tanggal 17 Januari 2007 
yang dibuat oleh Tergugat. Dengan adanya Surat Keterangan Waris tersebut 
Tergugat telah mematikan / meniadakan / menutup para ahli waris yang lain 
dari para ahli waris dari Alm. Soemarmo, dan diambil alih oleh anak angkat 
Kedudukan anak angkat sendiri berbeda dengan anak kandung, anak 
angkat tetap dianggap sebagai orang lain tidak saling mewarisi dan tidak ada 
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hubungan nasab. Dalam penjelasan dalam lembaran salinan putusan 
Sengketa waris di Pengadilan Agama wonogiri dijelaskan bahwa anak 
angkat mendapat 1/3 bagian dari wasiat wajibah. Karena kedudukan anak 
angkat dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam istilah wasiat wajibah 
disebutkan pada pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:
88
 
5. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai 
dengan pasal 193 tersebut, sedangkan terhadap orangtua angkat yang 
tidak menerima wasiat diberi wasiat sebanyak-banyaknya 1/3 dari 
harta warisan anak angkatnya. 
6. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat 
wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua 
angkatnya. 
Berdasarkan isi bunyi pasal 209 KHI ayat 1 dan 2 dapat dipahami 
bahwa wasiat wajibah yang dimaksud oleh KHI adalah wasiat yang 
diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukan 
bagi anak angkat atau sebaliknya orangtua angkatnya dengan jumlah 
maksimal 1/3. 
Menurut penulis bahwa hak harta anak angkat sudah dijamin dalam 
perundang-undangan di Indonesia dengan dimasukan ketentuan wasiat 
wajibah bagi anak angkat. Dilihat dari aspek metodologis dapat dipahami 
bahwa persoalan wasiat wajibah dalam KHI adalah persoalan ijtihadi yang 
ditetapkan berdasarkan argumen hukum mashlahah mursalah dan Maqasid 
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Sh-Syari’ah yang berorientasi untuk mempromosikan nilai-nilai keadilan 
dan kemashlahtan yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah 
masyarakat muslim Indonesia.
89
 Kemudian diterapkan dalam sistem hukum 
nasional, baru dikenal istilah pengangkatan anak angkat adalah dalam 
Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi aturan tentang pengangkatan anak 
belum tuntas. Kemudian KHI menentukan perolehan hak kepada anak 
angkat melalui wasiat wajibah.
90
 
B. Sengketa Waris Anak Angkat Menurut Sudut Pandang Maqasid 
Syari’ah. 
Perkembangan Hukum Islam di Indonesia terjadi melalui beberapa 
perkembangan ditandai dengan diberlakukanya Kompilasi Hukum Islam 
melalui Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 sebagai hukum materiil di 
lingkungan Peradilan Agama. Kemudian Hukum Islam sebagai tatanan 
hukum yang telah hidup  yang dipegang/dianut oleh mayoritas penduduk 
dan rakyat Indonesia.
91
  
Dalam KHI pasal 171 dijelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang 
dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan 
sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua 
angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Kompilasi Hukum Islam tidak 
terlalu banyak memberi pengetahuan mengenai warisan anak angkat, yakni 
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dalam pasal 210 sampai dengan pasal 214 dan sebelumnya pasal 171 
Kompilasi Hukum Islam.
92
 
Ijtihad merupakn sesuatu hal yang sangat urgen dilakukan dalam 
menangani seatu perkara ketika perkara tersebut membutuhkan kejelian 
seorang hakim untuk menetapkan hukum yang paling adil bagi pihak-pihak 
yang berperkara. Dalam putusan ini hakim mejalankan Ijtihad nya 
mengkaitkan antara kasus dengan MaqaṢhid al-syari'ah. 
Penerapan teori MaqaṢhid al-syari'ah yang dimaksud disini adalah 
agar MaqaṢhid al-syari'ah dalam hukum kewarisan dapat terlaksana dengan 
baik, dan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak ada satupun pihak 
yang terabaikan haknya dari tirkah pewaris, baik harta bersama maupun hak 
waris, walau ia telah meninggal dunia sekalipun. 
Sebagaimana yang diketahui, bahwa syari’at pada prinsipnya mengacu 
kepada kemaslahatan manusia. Tujuan utama dari syari’at Islam (maqasid 
asy-syari’ah) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. 
Menurut al-Syatibi, perbuatan manusia haruslah sesuai dengan maksud 
Allah, yakni menjaga kemaslahatan.
93
 Kemaslahatan yang mesti dipelihara 
ialah kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, atau kepentinga dunia 
sekaligus kepentingan akhirat secara bersamaan.  
Imam Syaitibi berpendapat bahwa tujuan utama dari syariah adalah 
utuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, tujuan dari tiga 
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kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum 
muslimin baik didunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik 
karena tuhan berbuat demi kebaikan hamba-Nya. Adapun 3 kategori 
tersebut adalah Dharuriyat, Hajiyat, Tahsiniyat.
94
 
Sebagaimana penjelasan diatas, bahwa setiap penetapan hukum, pasti 
terdapat kemaslahatan bagi manusia didalamnya, begitu juga dalam masalah 
kewarisan. Terdapat berbagai hikmah yang dapat diambil dari penetapan 
ketentuan pembagian waris dalam islam, yaitu:
95
 
1. Islam menyamakan posisi orang tua, istri/suami dan anak sebagai 
waris. ini berbeda dengan sistem kewarisan jahiliyah yang menjadikan 
istri sebagai obyek warisan bukan subyek penerima warisan. 
2. Menjaga keutuhan keluarga. Ini disebabkan harta warisan dapat 
memicu timbulnya persengketaan antara anggota keluarga, dengan 
adanya ketentuan pembagiannya yang rinci dari Allah, maka, hal ini 
dapat menghindarkan perselisihan dalam keluarga. 
3. Sebagai saranamencegah kemiskinan dan kesengsaraan ahli waris. ini 
terlihat pada pembagian harta waris dengan porsi yang banyak kepada 
ahli waris seperti istri/suami, anak, ibu, bapak, saudara bahkan kaken 
dan nenek. 
4. Sebagai sarana pencegahan dari penimbunan harta waris pada 
seseorang. Dengan adaya pendistribusiah harta waris secara rinci 
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kepada ahli waris, maka hal ini diharapkan sebagai bentuk pemberian 
hak sesuai degan proporsinya. 
5. Mewujudkan kemaslahatan anggota keluarga dalam kehidupan 
bermasyarakat. Dengan pembagian yang sesuai dengan hak dan 
proporsiya, maka ahli waris yang diinggal mati tetap mendapatkan 
perlakuan yang baik dari masyarakat sebagimana sebelu ditinggal oleh 
pewaris. 
Selanjutnya hikmah tersebut dapat di implementasikan dalam 
MaqaṢhid al-syari'ah, dimana inti dari MaqaṢhid al-syari'ah yang lima ( 
ushul al-khams), yaitu memelihara agama (hifdz al-din), memelihara jiwa 
(al-nafs), memelihara akal (al-aql), memelihara keturunan (al-nasl), dan 
memelihara harta (al-mal) terejawantahkan dalam ketentuan kewarisan 
Islam. Nilai-nilai tersebut adalh sebagai berikut:
96
 
1. Memelihara agama (hifd al-din) dalam kewarisan Islam terwujud pada 
pentingnya umat Islam mempelajari hukum kewarisan Islam. Hukum 
kewarisan merupakan setegah dari urusan manusia karena pada 
akhirnya manusia akan mati dan pada saat itu, berlakulah hukum 
kewarisan. Selain itu, Rasulullah juga menguatkan untuk mempelajari 
hukum kewarisan Islam sebagaimana sabdanya yang artinya: 
“Belajarlah Ilmu faraidh dan ajarkan kepada orang lain, 
sesungguhnya aku ini manusia biasa yang pasti akan mati, dan ilmu 
pengetauan ini (Faraidh) akan diangkat (hilang), setelah itu akan 
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timbul fitnah. Hampir-hampir saja dua orang yang berselisih dalam 
membagi harta waris tidak dapat menemukan orang yang melerai 
keduanya” (H.R. Al-Hakim). Maka, dengan mempelajari hukum 
kewarisan adalah dalam rangka menjaga agama Islam itu sendiri. 
Selain itu, memelihara agama (hifdz al-din) juga terwujud pada 
pelaksanaan segala ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum 
kewarisan Islam. Dengan mengikuti ketetapan Allah dalam masalah 
kewarisan, maka hal ini merupakan bukti ketundukan dalam ketaatan 
seseorang terhadap hukum-hukum Allah. Sebagaimana surat an-Nisa 
ayat 13 yang artinya: (Hukum-hukum tersebut)itu adalah ketentuan-
ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, 
niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir 
didalamnya suangai-sungai, sedang mereka kekal didalamnya; dan 
itulah kemenangan yang besar. 
2. Memelihara jiwa (hifdz al-nafs) dalam kewarisan terealisasi pada 
adanya ketentuan bahwa pembunuhan menghalangi untuk 
mendapatkan warisan. Ketentuan ini menyiratkan adanya hubungan 
saling melindungi antara pewaris dengan ahli waris, sehingga wajar 
ketika yang melindungi memberikan harta kepada yang dilindungi, 
yaitu ahli warisnya. Namun demikian, jika hubungan ini dinodai 
dengan pembunuhan, maka konsekuensi logisnya juga tidak akan 
berlaku. Sebagaimana hadits Rasulullah dari Umar bin Khattab yang 
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artinya: pembunuh itu tidak mendapatkan harta warisan” (H.R. Malik 
dan Ahmad). 
3. Memelihara akal (hifdz al-aql) dalam kewarisan Islam terwujud pada 
pentingnya mempelajari hukum kewarisan Islam, sehingga diharapkan 
lahir ulama’-ulama yang berijtihad terhadap permasalahan baru 
muncul yag berkaitan dengan kewarisan Islam dan tidak terdapat 
jawaban pada kitab-kitab klasik. Dengan berijtihad, maka itu adalah 
bentuk dari memelihara akal. 
4. Memelihara keturunan (hifdz al-nasl) dalam kewarisan terealisasi 
pada memelihara keutuhan dan kerukunan antara anggota keluarga. 
Dengan pembagian harta waris berdasarkan sistem kewarisan Islam, 
diharapkan masing-masing ahli waris mendapatkan harta sesuai 
dengan porsinya sehingga tidak ada perpecahan dn persengketaan 
dalam keluarga. Memelihara keturunan turwujud pada adanya jaminan 
kesejahteraan bagi ahli waris setelah ditinggal mati oleh pewaris. 
Dengan kata lain, peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris 
merupakan usaha untuk melanjutkan estafet kehidupan dari satu 
generasi kepada generasi berikutnya.  
5. Memelihara harta (hifdz al-mal) terealisasi pada pendistribusian harta 
waris yang sudah ditentukan oleh Allah porsi masing-masing ahli 
waris. Dengan sistem kewarisan Islam, diharapkan tidak ada monopoli 
dan penimbunan harta waris hanya pada seseorang saja. Harta waris 
dapat didistribusikan secara adil kepada ahli waris yang berhak 
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menerimanya. Selain itu, ketentuan ini juga menunjukkan bahwa 
Islam tidak menghendaki adanya perampasan harta dan memakan 
harta orang lain, dengan mengambil yang buka haknya sebagaimana 
dalam surat al-Baqarah ayat 188 yang artinya: Dan janganlah 
sebahagia kamu memakan harta sebahagian yang diantara kamu 
dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) 
harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian 
daripada benda lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu 
mengetahuinya.  
Dari lima pokok kemaslahatan yang berdasarkan kepentingan dan 
kebutuhannya yaitu dengan metode ijtihad terdiri dari Hifdzu din 
(memelihara agama), Hifdzu nafs (memelihara jiwa), Hifdzu Aql 
(memelihara akal), Hifdzu mal (memelihara harta), Hifdzu nasl  
(memelihara keturunan). Kemudia konsep MaqaṢhid al-syari'ah menurut al-
Syathibi, ber orientasi pada terwujudnya kemaslahatan kemanusiaan yang 
terditi atas 3 bagian yaitu dharuriyyah, hajiyyah, tahsiniyyah.
97
 
Berkenaan dengan kasus yang penulis teliti yaitu sengketa 
penyelesaian harta waris, jika dilihat dari konsep MaqaṢhid al-syari'ah, 
maka kasus ini dalam tingkat dharuriyyat, yaitu untuk menyelamatkan harta 
(hifdzu al-mal). 
Menurut al-Syaitibi, untuk menyelamatkan harta yang didasarkan dari 
konsep MaqaṢhid al-syari'ah, maka yang harus dilakukan seseorang ialah 
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taat kepada ketetapan hukum Allah seperti: diharamkan untuk mencuri dan 
diberi hukuman kapada pelakunya, diharamkan untuk berbat curang atau 
berkhianat, diharamkan berlebih-lebihan, diharamkan riba, diharamkan 
memakan harta orang lain dengan cara yang batil, sehingga dengan 
demikian harta akan terpelihara dan terselamatkan.
98
 
Oleh karena itu dalam konteks pembagian harta waris harus sesuai 
dengan ketentuan waris Islam dan mengedepankan rasa keadilan sebagai 
rangka untuk melindungi dan menyelamatkan harta. 
Selanjutnya, jika dalam putusan dianalisa melalui metode penetapan 
hukum MaqaṢhid al-syari'ah, dapat diuraikan sebagai berikut: 
1. Putusan tersebut bisa dianalisis dengan melihat nilai-nilai substansi 
dari contoh permasalahan putusan ini, dengan dalil-dalil hukum yang 
telah diungkap dalam nash atau pertimbangan hukum yang lain. dalam 
kasus ini misalnya: Orang tua angkat Tergugat membuatkan akta 
kelahiran Tergugat dengan tujuan mempermudah Tergugat dalam 
menempuh pendidikan, Tergugat merawat orang tua angkatnya 
dengan baik hingga orang tua angkat tersebut meninggal, maka dari 
contoh tersebut jika ditarik suatu ilat yang sama yaitu perlakuan 
Penggugat sama-sama baik terhadap orang tua angkat Tergugat 
sebagai saudaranya dan Penggugat sebagai ahli waris yang sah berhak 
atas warisan harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua yang 
memiliki anak angkat. 
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2. Putusan tersebut bisa dianalisis dengan melakukan pendekatan 
Istinbath atau penetapan hukum yang permasalahannya tidak diatur 
secara eksplisit dalam Al-Qur’an dan Sunnah, akan tetapi lebih 
menekankan pada aspek kemaslahatan. Dalam kasus ininmisalnya: 
peran Tergugat sangat baik dalam merawat orang tua angkatnya dari 
sakit hingga meninggal dunia. Maka dari contoh tersebut dapat ditarik 
kesimpulan bahwa peran dan kontribusi Tergugat menimbulkan 
kemaslahatan untuk orang tua angkatnya sehingga hakim memberikan 
harta warisan tersebut kepada Tergugat,  karena untuk melindungi 
hak-hak Tergugat dan menghindari kemudharatan lainnya dari pihak 
Penggugat. 
Bila ditinjau secara kompeherensig melalui kosep dan metode 
penetapan MaqaṢhid al-syari'ah, menurut peneliti Putusan Nomor 
0623/Pdt.G/2015/Wng sudah memenuhi kemaslahatan sesuai denga tujuan 
MaqaṢhid al-syari'ah. Karena tujuan MaqaṢhid al-syari'ah itu sendiri adalah 
mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan kemudaratan sebagaimana 
kaidah fikih yang artinya: 
“Mencegah kerusakan (kerugian) diupayakan terlebih dulu sebelum 
upaya mendapatkan manfaat (maslahat)” 
Kaidah ini menegaskan bahwa apabila kita dihadapkan kepada pilihan 
menolak kemafsadatan atau meraik kemaslahatan, maka yang harus 
didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Karena menolak kemafsadatan 
sama dengan meraih kemaslahatan. Sedangkan tujuan utama MaqaṢhid al-
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syari'ah menurut ulama fikih ialah meraih kemaslahatan di dunia maupun di 
akhirat.
99
  
Menurut penulis dalam putusan ini hakim tidak memenuhi tujuan 
MaqaṢhid al-syari'ah, karena Hakim lebih tertuju pada guguatan dan hukum 
acara perdatanya. Dalam kasus ini hakim menyelesaikan 4 perkara yaitu 
perkara anak angkat, munasakhah, ahli waris dan kalalah dalam 1 putusan. 
Kemudian hal ini sesuai dengan asas peradilan yang mencangkup peradilan 
sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam prinsip MaqaṢhid al-syari'ah, 
kemaslahatan harus diutamakan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan 
seseorang dalam perkara ini yaitu memelihara harta ( hifdz al-mal). Dalam 
tujuan memelihara harta (hifdz al-mal) terealisasi pada pendistribusian harta 
waris yang sudah ditentukan oleh Allah porsi masing-masing ahli waris. 
Dengan sistem kewarisan Islam, diharapkan tidak ada monopoli dan 
penimbunan harta waris hanya pada seseorang saja. Harta waris dapat 
didistribusikan secara adil kepada ahli waris yang berhak menerimanya. 
Selain itu, ketentuan ini juga menunjukkan bahwa Islam tidak menghendaki 
adanya perampasan harta dan memakan harta orang lain. 
Kemudian dilihat dari faktanya dalam gugatan, disini anak angkat 
menguasai harta peninggalan atau harta warisan, yang mana anak angkat itu 
dasarnya medapatkan wasiat wajibah bukan waris, dan harusnya saudaralah 
yang lebih diutamakan dalam perolehan waris. Berdasarkan isi bunyi pasal 
209 KHI ayat 1 dan 2 dapat dipahami bahwa wasiat wajibah yang dimaksud 
                                                          
99
 Ahmad Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Hukum Islam 
dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 164 
  
95 
 
oleh KHI adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-
undangan yang diperuntukan bagi anak angkat atau sebaliknya orangtua 
angkatnya dengan jumlah maksimal 1/3. 
Jika ditinjau dari tujuan Maqasid Ash-Syariah dalam memelihara 
keturunan (hifdz al-nasl) dalam kewarisan terealisasi pada memelihara 
keutuhan dan kerukunan antara anggota keluarga. Dengan pembagian harta 
waris berdasarkan sistem kewarisan Islam, diharapkan masing-masing ahli 
waris mendapatkan harta sesuai dengan porsinya sehingga tidak ada 
perpecahan dn persengketaan dalam keluarga. Memelihara keturunan 
turwujud pada adanya jaminan kesejahteraan bagi ahli waris setelah 
ditinggal mati oleh pewaris. Dengan kata lain, peralihan harta dari pewaris 
kepada ahli waris merupakan usaha untuk melanjutkan estafet kehidupan 
dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Dalam putusan perkara 
Pegadilan Agama Wonogiri Nomor: 0623/Pdt.G/2015/PA.Wng, dalam 
gugatanya pihak ahli waris yaitu saudara tidak mendapatkan warisan, karena 
pada dasarnya meskipun pewaris tidak mempunyai keturunan tetapi masih 
memiliki saudara dan ditarik dari garis ayah yang disebut ashobah dan 
masuk golongan ashobah binafsihi.  
Dari sini harusnya hakim harus memberikan pertimbangan terkait 
silsilah keluarga, meskipun dalam gugatan masih ada kekurangan. Dimana 
bagian saudara itu ½ dari harta peninggalan, dengan syarat tidak adanynya 
anak perempuan, cucu perempuan, anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, atau 
saudara kandungnya. Kemudian bagian 2/3 dari harta peniggalan jika 
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saudari kandung ada 2 orag atau lebih. Bisa ashabah ( Ashabah Bilghoiri) 
bersama saudara kandung, dengan ketentuan 1 bagian banding 2. Dan 
mendapatkan ashabah (Ashabah Ma’a al-Ghoir) bila beserta seorang anak 
perempuan atau beberapa anak perempuan, seorang cucu perempuan atau 
beberapa cucu perempuan. Tapi dalam gugatan terdapat 1 saudara dan 
sisanya keponakan maka tergolong ashabah binafsihi. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pada penjelasan analisis data, maka penelitian untuk 
skripsi ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Putusan tersebut bisa dianalisis dengan melihat nilai-nilai substansi 
dari contoh permasalahan putusan ini, dengan dalil-dalil hukum yang 
telah diungkap dalam nash atau pertimbangan hukum yang lain. 
Hakim melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam memutus perka, 
a. Menimbang, bahwa ternyata Tergugat dan Turut Tergugat 
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan 
ketentuan pasal 122 jo pasal 390 ayat 1 HIR untuk menghadap 
di persidangan,tidak datang menghadao tanpa alasan yang sah 
menurut hukum dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain 
untuk menghadap sebagai kuasanya, oleh karena itu Tergugat 
dan Turut Tergugat harus dinyatakan tidak hadir; 
b. Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas harta 
peninggalan dari pasangan suami istri Soemarmo dan Kartinah, 
Penggugat sebagai keponakan dari Soemarmo, sehingga 
Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan 
gugatan a quo. 
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c. Menimbang bahwa terhadap kehadiran kuasa hukum Penggugat 
dalam persidangan perkara ii ternyata didasarkan atas surat 
kuasa khusus yang sah tertanggal 14 Juni 2015 dan telah 
terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Wonogiri tertanggal 15 Juni 
2015, maka kuasa hukum tersebut sah untuk mewakili dan 
melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama penggugat 
dalam perkara ini. 
d. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1889 yang telah di ubah dengan Undang- 
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 
Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama menyatakan Pengadilan 
Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan 
menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama anatara orang-
orang yang beragama Islam salah satunya di bidang waris. 
e. Menimbang bahwa berdasarkan surat gugutan, Penggugat dan 
Tergugat beragama Islam dan Tergugat bertempat tinggal di 
wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Wonogiri sehingga 
Pengadilan Agama Wonogiri baik secara Kopetensi absolot 
maupun Kopetensi relatif berwenang untuk mengadili perkara a 
quo; 
f. Menimbang, bahwa setelah majlis membaca surat gugatan 
Penggugat, ternyata dalam fundamentum petendinya tidak 
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menyantumkan secara jelasHarta yang ditinggalkan Kartinah 
saat meninggal dunia. 
g. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan 
tersebut di atas majlis dalam musyawarahna menilai bahwa 
dalil- dalil gugatan Penggugat tidak jelas (cacat formil dan 
materiil) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet 
onvankelijk Verklart) 
Berdasarkan hal tersebut maka harta warisan keseluruhan dari 
pasangan Alm. Soemarmo dan Almh. Kartinah masih dimiliki 
oleh Tergugat (hj Sulistyaningsih) karena dalam gugatan 
Penggugat, gugatanya tidak di terima dan dinyatakan NO. 
2. Jika ditinjau dari tujuan Maqasid Ash-Syariah dalam dalam perkara 
ini lebih ke perspektif tujuan memelihara keturunan (hifdz al-nasl) 
dalam kewarisan terealisasi pada memelihara keutuhan dan kerukunan 
antara anggota keluarga. Dengan pembagian harta waris berdasarkan 
sistem kewarisan Islam, diharapkan masing-masing ahli waris 
mendapatkan harta sesuai dengan porsinya sehingga tidak ada 
perpecahan dn persengketaan dalam keluarga. Juga Dalam prinsip 
MaqaṢhid al-syari'ah, kemaslahatan harus diutamakan untuk 
kesejahteraan dan kebahagiaan seseorang dalam perkara ini yaitu 
memelihara harta ( hifdz al-mal). Dalam tujuan memelihara harta 
(hifdz al-mal) terealisasi pada pendistribusian harta waris yang sudah 
ditentukan oleh Allah porsi masing-masing ahli waris. Dengan sistem 
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kewarisan Islam, diharapkan tidak ada monopoli dan penimbunan 
harta waris hanya pada seseorang saja. Harta waris dapat 
didistribusikan secara adil kepada ahli waris yang berhak 
menerimanya. Selain itu, ketentuan ini juga menunjukkan bahwa 
Islam tidak menghendaki adanya perampasan harta dan memakan 
harta orang lain. 
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P U T U S A N
Nomor : 0623/Pdt.G/2015/PA.Wng.
 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Wonogiri dalam sidang Majelis Hakim telah memeriksa 
dan mengadili perkara perdata Gugat Waris  pada peradilan tingkat pertama dan 
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:  
Crs, agama Islam, alamat Boyolali,  memberikan kuasa kepada  , Advokat dan 
Calon Advokat ( magang ), berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 
Juni 2015 sebagai  Penggugat.
melawan
1. Hj S, pekerjaan swasta, agama Islam, alamat Wonogiri, sebagai Tergugat.
2. Pemerintah Republik Indonesia C.q Kepala Badan Pertanahan Nasional dI 
Jakarta C.q Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Jawa Tengah di Semarang 
C.q  Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, alamat   Jl. Dr. 
Wahidin No. 1, Wonogiri, Kota Wonogiri,  sebagai Turut Tergugat.
Pengadilan Agama tersebut.
Telah mempelajari surat surat dalam berkas perkara.
Telah mendengar keterangan    Penggugat di persidangan. 
TENTANG DUDUK PERKARA 
Menimbang, bahwa   Penggugat  telah mengajukan gugatan    tertanggal   
15 Juni  2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri 
dengan Nomor Regester : 0623/Pdt.G/2015/PA.Wng. tanggal     15 Juni  2015, 
mengajukan hal hal sebagai berikut :
1
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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1.  Bahwa pernah hidup di, Wonogiri yaitu Bp. Soemarmo Marmohardjono Bin 
Taroe Warsito dengan Ibu. Kartinah Marmohardjono Binti Karso Jumiko.
2.  Bahwa pada tanggal 08 September 1999 Bp. Smr telah meninggal dunia 
dan Krt juga meninggal dunia yaitu pada 19 Oktober 2006.
3.  Bahwa dalam perkawinan antara Bp. Smr dan Ibu. Krt TIDAK MEMPUNYAI 
ANAK KANDUNG.
4.  Bahwa Alm. Smr semasa hidup mempunyai saudara kandung yang 
bernama :
a. Alm. Smrt ( saat ini telah meninggal dunia dengan meninggalkan 
anak kandung ).
b. Almh. Smrn ( saat ini telah meninggal dunia dengan meninggalkan 
anak kandung ).
c. Alm. Smrno ( saat ini telah meninggal dunia dengan meninggalkan 
anak kandung ).
d. Almh. Smrsi ( saat ini telah meninggal dunia dengan meninggalkan 
anak kandung ).
e. Smrso  ( saat ini masih hidup ).
5.  Bahwa dengan tidak mempunyai anak kandung dari hasil perkawinan 
antara Alm. Smr dan Almh. Krt, MAKA saudara sekandung dari Alm. Smr 
adalah para ahli waris yang sah yang berhak mendapatkan harta 
warisannya.
Dengan demikian sebagaimana posita angka 04 tersebut adalah para 
ahli waris yang sah dari Alm. Smr yang berhak mewarisi harta 
peninggalannya, dan berhubung para ahli waris pada posita angka 04 
ada yang telah meninggal dunia, maka hak kewarisannya jatuh ke 
2
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tangan ahli waris pengganti yaitu anak-anak kandungnya dan saudara 
kandung dari Alm. Smr hanya satu yang sampai saat ini masih hidup 
adalah : Smrso.
6.  Bahwa hubungan hukum Penggugat yaitu adalah anak kandung dari adik 
kandung Alm. Smr. 
Jadi secara hukum hubungan antara Penggugat dengan Alm. Smr dan 
Almh. Krt adalah KEPONAKAN.
7.  Bahwa selain meninggalkan ahli waris adik kandung dan juga keponakan 
Alm. Smr dengan Almh. Ibu. Krt  telah mendapatkan harta bersama antara 
lain :
1. Sebidang Tanah serta apa yang tertanam diatas nya sebagaimana 
tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 668, luas ± 5701 m² atas 
nama Ny. Krt yang terletak di Desa. Singodutan, Kec. Selogiri,  
Wonogiri.
2. Sebidang Tanah serta apa yang tertanam diatas nya sebagaimana 
tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 829, luas ± 5661 m² atas 
nama Ny. Krt  yang terletak di Desa. Singodutan, Kec. Selogiri,  
Wonogiri.
3. Tanah berikut bangunan serta apa yang tertanam diatas nya 
sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.1748, luas ± 
2825 m² atas nama  Krt yang terletak di Bulusumur, Wonogiri, 
Wonogiri.
4. Tanah berikut bangunan serta apa yang tertanam diatas nya 
sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.602, luas ± 3765 
3
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m² atas nama H. Smr yang terletak di Talon ombo,Baturetno, 
Wonogiri.
5. Tanah berikut bangunan serta apa yang tertanam diatas nya 
sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.1014, luas ± 585 
m² atas nama H. Smr yang terletak di Talon ombo,Baturetno, 
Wonogiri.
6. Tanah Pekarangan yang ditasnya telah berdiri SPBU NO. 44. 571.15 
sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 11585, luas ± 
2800 m² atas nama H. Smr yang terletak di Jln. Kolonel Sugiono No. 
218, Kadipiro, Surakarta.
8.  Bahwa terhadap tanah-tanah sebagaimana posita angka 07 tersebut diatas 
adalah harta peninggalan / warisan dari Alm. Smr dengan Almh. Krt yang 
mana saat ini belum dibagi waris sebagaimana ketentuan hukum waris 
islam yang berlaku.
9.  Bahwa mengenai semua aset harta warisan Alm. Bp.Smr dengan Almh. Krt 
saat ini secara melawan hukum telah dialihkan dan sekarang telah beralih 
menjadi atas nama Tergugat  ( Hj. S ) dimana peralihan tersebut tanpa 
persetujuan dari para ahli waris yang lainnya.
10.  Bahwa proses peralihan harta warisan / peninggalan dari Alm. Bp. Smr 
dengan Almh. Krt yaitu Tergugat  ( Hj. S )  membuat  Surat Keterangan 
Waris tertanggal 10 Juli 2007, sehingga harta tersebut beralih sebagai 
berikut :
1. Sebidang Tanah serta apa yang tertanam diatas nya 
sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 668, luas ± 
4
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5701 m² atas nama Ny. Krt yang terletak di Desa. Singodutan, 
Kec. Selogiri,  Wonogiri.
Telah beralih dengan dasar : Turun Waris dengan Surat 
Keterangan Waris yaitu pada tanggal 10 Juli 2007 dari Krt ke Hj. S 
dan sekarang beralih dan tercatat sebagaimana :
Sertifikat Hak Milik No. 668, luas ± 5701 m² atas nama Hj. S yang 
terletak di Desa. Singodutan, Kec. Selogiri,  Wonogiri., adapun 
batas – batasnya sebagai     berikut :
• Sebelah Utara : Jalan
• Sebelah Barat : jalan
• Sebelah Selatan : Kantor Pengadilan Negeri Wonogiri
• Sebelah Timur : Selokan / Jl. Raya R.M. Said
2. Sebidang Tanah serta apa yang tertanam diatas nya 
sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 829, luas ± 
5661 m² atas nama Ny. Kartinah Marmohardjono yang terletak di 
Desa. Singodutan, Kec. Selogiri,  Wonogiri.
Telah beralih dengan dasar : Turun Waris dengan Surat 
Keterangan Waris dari Ny. Krt ke S dan sekarang beralih dan 
tercatat sebagaimana :
Sertifikat Hak Milik No. 829, luas ± 5661 m² atas nama Hj. S yang 
terletak di Desa. Singodutan, Kec. Selogiri,  Wonogiri. adapun 
batas – batasnya sebagai berikut :
• Sebelah Utara       : Kantor Pengadilan Negeri Wonogiri
• Sebelah Barat : HM No. 828
• Sebelah Selatan : HM. No. 833
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• Sebelah Timur : Jl. Raya R.M Said / HM No. 834
3. Tanah berikut bangunan serta apa yang tertanam diatas nya 
sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.1748, luas ± 
2825 m² atas nama  Krt yang terletak di Bulusumur, Wonogiri, 
Wonogiri.
Telah beralih dengan dasar : Turun Waris dengan Surat 
Keterangan Waris yaitu pada tanggal 20 Februari 2009 dari Krt ke 
S dan sekarang beralih dan tercatat sebagaimana :
Sertifikat Hak Milik No.1748, luas ± 2825 m² atas nama  S yang 
terletak di Bulusumur, Wonogiri, adapun atas – batasnya sebagai 
berikut :
• Sebelah Utara : Pekarangan Sunardi
• Sebelah Barat : Jln. Kampung
• Sebelah Selatan           : Jln. Raya Diponegoro
• Sebelah Timur              : Pekarangan / Rumah Makan Pak 
Sronto
4. Tanah berikut bangunan serta apa yang tertanam diatas nya 
sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.602, luas ± 
3765 m² atas nama H. Smr yang terletak di Talon 
ombo,Baturetno, Wonogiri.
Telah beralih dengan dasar : Turun Waris dengan Surat 
Keterangan Waris yaitu pada tanggal 10 Mei 2008 dari H. Smr ke 
Hj. S dan sekarang beralih dan tercatat sebagaimana :
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Sertifikat Hak Milik No.602, luas ± 3765 m² atas nama Hj. S yang 
terletak di Talon ombo,Baturetno, Wonogiri. adapun batas – 
batasnya sebagai berikut :
• Sebelah Utara : Jalan Kampung
• Sebelah Barat : Jalan Raya 
• Sebelah Selatan           : Pekarangan milik Dirjo
• Sebelah Timur : Pekarangan milik Wardi
5. Tanah berikut bangunan serta apa yang tertanam diatas nya 
sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.1014, luas ± 
585 m² atas nama H. Smr yang terletak di Talon 
ombo,Baturetno, Wonogiri.
Telah beralih dengan dasar : Turun Waris dengan Surat 
Keterangan Waris yaitu pada tanggal 10 Mei 2008 dari H. Smr ke 
Hj. S dan sekarang beralih dan tercatat sebagaimana :
Sertifikat Hak Milik No.1014, luas ± 585 m² atas nama S yang 
terletak di Talon ombo,Baturetno, Wonogiri. adapun batas – 
batasnya sebagai berikut :
• Sebelah Utara : Jalan Kampung
• Sebelah Barat : Jalan Raya
• Sebelah Selatan           : Pekarangan Dirjo 
• Sebelah Timur : Pekarangan Soelistyaningsih
6. Tanah Pekarangan yang ditasnya telah berdiri SPBU NO. 44. 
571.15 sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 
11585, luas ± 2800 m² atas nama H. Smr yang terletak di Jln. 
Kolonel Sugiono No. 218, Kadipiro, Surakarta.
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Sekarang telah beralih menjadi atas nama : S yaitu sebagaimana 
tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 11585, luas ± 2800 m² atas 
nama S yang terletak di Jln. Kolonel Sugiono No. 218, Kadipiro, 
Surakarta.
adapun batas – batasnya sebagai berikut :
• Sebelah Utara   : Pagar Tembok / pekarangan milik Harjono
• Sebelah Barat   : Jalan Raya Solo - Purwodadi
• Sebelah Selatan : Pagar Tembok / pekarangan milik Marsono
• Sebelah Timur : Pagar Tembok / pekarangan milik Bedjo 
Suhono
Bahwa untuk tanah-tanah berserta bangunan yang berdiri diatasnya 
serta SPBU tersebut diatas mohon disebut sebagai  - OBYEK 
SENGKETA / TANAH SENGKETA dalam perkara ini.
11.  Bahwa terhadap proses pengalihan / peralihan tersebut yaitu Tergugat 
membuat Surat Keterangan Waris waris tertanggal 17 Januari 2007 yang 
dibuat oleh S ( Tergugat ) serta disaksikan oleh H. Wy dan Wid. 
12.  Bahwa apabila dicermati serta dipahami dalam Surat Keterangan Waris 
waris tertanggal 17 Januari 2007 yang intinya menerangkan : 
” Dengan demikian saya anak yang masih hidup, merupakan satu-
satunya ahli waris dari almarhum Soemarmo Marmoharjono dan 
selain dari pada yang tersebut diatas tidak ada ahli waris lainnya. ”
13.  Bahwa dengan adanya Surat Keterangan Waris waris tertanggal 17 Januari 
2007 tersebut Tergugat telah mematikan / meniadakan / menutup Para Ahli 
waris yang lain dari Para Ahli waris dari Alm. Smr.
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14.  Bahwa dengan demikian Surat Keterangan Waris tertanggal 17 Januari 
2007 adalah cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan untuk berlaku.
15.  Bahwa yang melatar belakangi munculnya Surat Keterangan Waris 
tertanggal 17 Januari 2007 salah satunya adalah adanya Penetapan 
Pengangkatan Anak oleh Almh. Krt di Pengadilan Negeri Wonogiri.
Bahwa dalam pengangkatan anak tersebut oleh hukum positif 
Tergugat ( Hj. S ) adalah anak angkat dari Almh. Krt BUKAN anak 
angkat dari Alm. Smr karena pada saat pengangkatan tersebut Alm. 
Smr telah meninggal dunia.
Dengan demikian apakah dibenarkan oleh hukum islam jika 
Tergugat      ( Hj. S ) membuat surat keterangan waris yang intinya : 
” Dengan demikian saya anak yang masih hidup, merupakan satu-
satunya ahli waris dari almarhum Soemarmo Marmoharjono dan 
selain dari pada yang tersebut diatas tidak ada ahli waris lainnya. ”
Dimana dasar surat keterangan waris tersebut digunakan 
untuk mengalihkan semua aset harta milik almarhum Smr, padahal 
hubungan Tergugat hanyalah KEPONAKAN dan bukan anak angkatnya. 
Jadi dalam hal ini dengan adanya Surat Ketarangan Waris tersbut telah 
nyata ada itikat tidak baik serta Tergugat memberikan keterangan 
palsu hingga akhirnya dapat mengalihkan / memindahtangankan 
semua aset milik almarhum Smr.
16.  Bahwa mengenai harta warisan ( obyek sengketa ) tersebut telah dikuasai 
oleh Tergugat yaitu sejak meninggalnya Alm. Smr dan banyak juga yang 
telah dijual kepada orang lain.
9
Putusan Nomor : 0623/Pdt.P/2015/PA.Wng hal 9 dari 19
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
17.Bahwa dengan demikian dialihkannya obyek sengketa dari Alm. Smr dan 
Almh. Krt kepada Tergugat     ( Hj. S) dengan dasar Tergugat ( Hj. S )  
membuat  Surat Keterangan Waris tertanggal 10 Juli 2007, maka perbuatan 
Tergugat ( Hj. S ) dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan 
Hukum yang merugikan Penggugat.
18.Bahwa dengan dikuasainya sepenuhnya obyek sengketa oleh Tergugat 
maka penguasaan tersebut adalah juga tidak sah dan merupakan 
perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.
19.Bahwa dengan tidak sah serta cacat hukum Surat Keterangan Waris 
tertanggal 10 Juli 2007 tersebut, Maka obyek sengketa yaitu : 
• Sertifikat Hak Milik No. 668, luas ± 5701 m² atas nama Hj. S yang 
terletak di Desa. Singodutan, Kec. Selogiri.
• Sertifikat Hak Milik No. 829, luas ± 5661 m² atas nama Hj. S yang 
terletak di Desa. Singodutan, Kec. Selogiri,  Wonogiri.
• Sertifikat Hak Milik No.1748, luas ± 2825 m² atas nama  S yang terletak 
di Bulusumur, Wonogiri.
• Sertifikat Hak Milik No.602, luas ± 3765 m² atas nama Hj. S yang terletak 
di Talon ombo, Baturetno, Wonogiri.
• Sertifikat Hak Milik No.1014, luas ± 585 m² atas nama S yang terletak di 
Talon ombo,Baturetno, Wonogiri.
• Sertifikat Hak Milik No. 11585, luas ± 2800 m² atas nama S yang terletak 
di Jln. Kolonel Sugiono No. 218, Kadipiro, Surakarta.
Kesemuanya tersebut diatas adalah cacat hukum serta tidak sah 
menurut hukum, dengan demikian atas obyek sengketa tersebut 
kembali menjadi atas nama semula dan menjadi boedel warisan yang 
10
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harus dibagi kepada para ahli waris yang sah menurut hukum islam 
yang berlaku.
20.Bahwa berhubung Penggugat juga sebagai ahli waris pengganti yang sah 
dari Alm. Smr maka berhak atas harta warisan / peninggalan tersebut 
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
21.Bahwa berhubung obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat               
( Hj. S ) maka dengan gugatan ini agar Tergugat  ( Hj. S ) dihukum untuk 
menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan 
terbebas dari pembebanan apapun untuk dibagi waris kepada Para Ahli 
waris yang sah dari Alm. Bp. Smr dengan Almh. Krt.
22.Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I dalam putusan 
No. 439 K / Sip / 1968, tertanggal 8 Januari 1969 dimana kaidah 
hukumnya berbunyi :  ” Tuntutan tentang pengembalian harta warisan 
dari tangan pihak ketiga kepada ahli waris yang berhak tidak perlu 
diajukan oleh semua ahli waris ”.
Dengan demikian sebagaimana amanat dalam Yurisprudensi 
MARI tersebut  nyata dan jelas dapat dijadikan pedoman hukum jika 
Penggugat sebagai salah satu para ahli waris pengganti dari Smr yang 
telah dilanggar haknya oleh Tergugat  ( Hj. S ) berhak mengajukan 
tuntutan hukum terhadap harta waris dari si pewaris yaitu Smr
23.Bahwa untuk menghindari gugatan ini agar tidak sia-sia dan dikhawatirkan 
obyek sengketa tersebut akan dijual, di indah tangankan, digadaikan, 
dijadikan jaminan hutang ke Bank atau lembaga pembiayaan yang lain oleh 
Tergugat, MAKA bersama surat gugatan ini kami mohon agar Ketua 
11
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Pengadilan Agama Wonogiri C.q Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan 
mengadili  perkara ini  untuk meletakkan Sita Jaminan    ( Conservatoir 
Beslag ) terhadap tanah obyek sengketa.
24.Bahwa sehubungan dengan permasalahan ini agar Turut Tergugat sebagai 
instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan memproses hak atas 
tanah agar tidak memproses segala bentuk peralihan hak atau pembebanan 
apapun terhadap tanah obyek sengketa sampai menunggu putusan ini 
mempunyai kekuatan hukum tetap ( In kracht van  gewijsde ).
25.Bahwa apabila semua harta warisan / obyek sengketa tidak bisa dibagi 
secara Natura kepada para ahli waris yang sah maka berdasarkan putusan 
ini dapat dijadikan permohonan lelang di muka umum dan hasil dari lelang 
tersebut untuk dibagikan kepada seluruh Para ahli waris yang berhak dan 
besar bagiannya sesuai ketentuan hukum islam yang berlaku.
          Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka 
Penggugat mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar 
berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut :
PRIMAIR :
1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( CB ) terhadap tanah obyek 
sengketa.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Alm. Smrt , Almh. Smrni, Alm. Smrno , 
Almh. Smrsi dan Smrso  adalah ahli waris yang sah dari Alm. Smr yang berhak 
mewarisi semua harta warisan / peninggalannya.
4. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris pengganti 
yang sah dari Alm. Smr yang berhak atas obyek sengketa tersebut.
12
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5. Menetapkan menurut hukum bahwa obyek sengketa adalah harta warisan / 
peninggalan dari Alm.Smr dengan Almh. Krt yang belum dibagi waris antara 
para ahli waris yang sah.
6. Menetapkan menurut hukum obyek sengketa adalah boedel warisan agar 
dibagi waris sesuai dengan ketentuan hukum islam yang berlaku kepada ahli 
waris yang sah.
7. Menyatakan menurut hukum Surat Keterangan Waris tertanggal 17 Januari 
2007 yang dibuat oleh Tergugat ( Hj. S ) adalah cacat hukum serta tidak 
mempunyai kekuatan untuk berlaku.
8. Menyatakan menurut hukum peralihan obyek sengketa / harta warisan dari 
Alm. Smr dengan Almh. Krt kepada Tergugat adalah tidak sah dan merupakan 
perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.
9. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik ( obyek sengketa ) 
antara lain : 
• Sertifikat Hak Milik No. 668, luas ± 5701 m² atas nama Hj. S yang 
terletak di Desa. Singodutan, Kec. Selogiri.
• Sertifikat Hak Milik No. 829, luas ± 5661 m² atas nama Hj. S yang 
terletak di Desa. Singodutan, Kec. Selogiri,  Wonogiri.
• Sertifikat Hak Milik No.1748, luas ± 2825 m² atas nama  S yang terletak 
di Bulusumur, Wonogiri.
• Sertifikat Hak Milik No.602, luas ± 3765 m² atas nama Hj. S yang terletak 
di Talon ombo,Baturetno, Wonogiri.
• Sertifikat Hak Milik No.1014, luas ± 585 m² atas nama S yang terletak di 
Talon ombo,Baturetno, Wonogiri.
13
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• Sertifikat Hak Milik No. 11585, luas ± 2800 m² atas nama S yang terletak 
di Jln. Kolonel Sugiono No. 218, Kadipiro, Surakarta.
Kesemuanya adalah cacat hukum serta tidak sah menurut hukum, dan 
kembali menjadi atas nama semula ( pewaris ) sebagaimana Posita       
angka 07.
10.  Menyatakan menurut hukum bahwa pengusaan fisik dan sertifikat atas obyek 
sengketa oleh Tergugat ( Hj. S ) adalah Perbuatan Melawan Hukum yang 
merugikan Penggugat.
11.Menghukum kepada Tergugat  ( Hj. S ) dan atau siapa saja yang mendapatkan 
hak darinya untuk menyerahkan tanah sengketa / obyek sengketa serta 
sertifikatnya  kepada Penggugat untuk dibagi waris sesuai dengan ketentuan 
hukum islam dalam keadaan kosong dan baik dengan tanpa syarat dan beban 
apapun kepada Pengugat, kalau perlu dengan bantuan negara ( polisi ) 
berdasarkan kekuasaan kehakiman.
12.Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa berdasarkan putusan ini 
dapat dijadikan permohonan penjualan lelang atas obyek sengketa dan hasil 
penjualannya agar dibagikan sesuai dengan hak kepada para ahli waris yang 
sah sebagaimana ketentuan hukum islam.
13.Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini.
14.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam 
perkara ini.
SUBSIDAIR
Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar di berikan 
Putusan seadil-adilnya ( ex aequo et bono ).
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Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan   Penggugat hadir di 
persidangan sedangkan Tergugat  tidak hadir dipersidangan meskipun telah 
dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relas panggilan tanggal                 
23 Juni 2015 dan tanggal 28 Juli 2015 serta  Turut Tergugat   juga tidak hadir  di 
persidangan  meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relas 
panggilan tanggal 23 Juni 2015 dan tanggal 28 Juli 2015.
Bahwa  kemudian  dibacakan surat  gugatan Penggugat dan Penggugat 
menyatakan  tetap mempertahankan  gugatannya tanpa ada perubahan atau 
tambahan apapun.
Bahwa selanjutnya majelis berpendapat gugatan Penggugat tidak dapat 
diperiksa lebih lanjut dan perkara ini harus segera diputuskan.
Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk berita acara sidang 
pemeriksaan  perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; 
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 
sebagaimana tersebut di atas; 
Menimbang, bahwa ternyata Tergugat dan Turut Tergugat meskipun telah 
dipanggil secara resmi dan patut  sesuai dengan ketentuan pasal 122  jo pasal 390 
ayat 1  HIR    untuk menghadap di persidangan, tidak datang menghadap tanpa 
alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain 
untuk menghadap sebagai kuasanya, oleh karena itu Tergugat  dan Turut Tergugat 
harus dinyatakan tidak hadir; 
Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas harta 
peninggalan dari pasangan suami istri Smr  dan Krt,  Penggugat sebagai 
15
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Keponakan dari Smr, sehingga Penggugat mempunyai legal  standing untuk 
mengajukan gugatan a quo.
Menimbang, bahwa terhadap kehadiran kuasa hukum Penggugat  dalam 
persidangan perkara ini ternyata  didasarkan atas surat kuasa khusus yang sah  
tertanggal 14 Juni  2015  dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama 
Wonogiri tertanggal  15 Juni   2015, maka kuasa hukum tersebut  sah untuk 
mewakili  dan  melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama  Penggugat dalam 
perkara ini.
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1989 yang telah di ubah   dengan Undang-Undang Nomor     3 Tahun 2006 dan 
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyatakan 
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan 
menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang 
beragama Islam  salah satunya dibidang waris;   
Menimbang, bahwa   berdasarkan  surat gugatan Penggugat,  Penggugat 
dan Tergugat beragama Islam dan  Tergugat bertempat tinggal di wilayah 
Yurisdiksi Pengadilan Agama Wonogiri    sehingga  Pengadilan Agama Wonogiri  
baik secara  Kompetensi absolut maupun Kompetensi relatif berwenang untuk 
mengadili perkara a quo;   
 Menimbang, bahwa setelah majelis membaca  surat gugatan  Penggugat, 
ternyata dalam fundamentum petendinya  tidak mencantumkan secara jelas:
1.-Sejak kapan dan sampai kapan Smr dan Krt sebagai pasangan suami 
istri.
2.- Harta yang diperoleh ketika Smr dan Krt sebagai pasangan suami istri.
16
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3.- Ada tidaknya  masing-masing antara Smr dan Krt  sebelum menikah 
membawa harta bawaan.
4.-Agama pewaris (Smr)  dan Krt saat meninggal dunia.
5.-Ahli waris yang ditinggalkan saat  Smr meninggal dunia pada tanggal 08 
September 1999.
6.-Harta yang ditinggalkan saat Smr meninggal dunia  tanggal 08 
September 1999.
7.-Ahli waris  yang ditinggalkan  saat Krt meninggal dunia pada tanggal 19 
Oktober 2006.
8.-Ahli waris dari Krt tidak ada satupun yang di sebut dalam surat gugatan 
Penggugat. Ahli waris yang disebutkan dalam posita 04 surat gugatan 
Penggugat hanya mempunyai hubungan waris dengan Smr dan tidak 
ada hubungan waris dengan Krt. 
9.- Harta yang ditinggalkan   Krt saat meninggal dunia.
 Menimbang, bahwa   berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 
atas majelis dalam musyawarahnya  menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat   
tidak   jelas  (cacat formil dan materiil) sehingga  harus dinyatakan tidak dapat 
diterima  ( Niet onvankelijk Verklart ).
         Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, 
maka   kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul 
dalam pemeriksaan perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar 
putusan; 
Memperhatikan segala ketentuan hukum  dan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan perkara ini;  
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Mengadili
1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat  yang telah dipanggil secara 
resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar 
Rp.473.500,- (empat ratus tujuh puluh tiga  ribu lima ratus rupiah); 
            Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim   
pada hari Selasa , tanggal 18  Agustus    2015 Masehi bertepatan dengan tanggal   
03 Dzulqo’dah 1436 Hijriyah, oleh  Dra. Nur Habibah, sebagai Ketua Majelis dan 
Drs. Mufarikin, SH., dan   Dra. Dzakiyatun, SF.,SH masing-masing sebagai Hakim 
Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang 
dinyatakan terbuka untuk umum oleh  Ketua  Majelis tersebut dengan didampingi 
oleh Hakim Anggota  dan Sasmito, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri 
oleh Penggugat  tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat .
                                     
 KETUA  MAJELIS
                
 
                       Dra. NUR HABIBAH.  
HAKIM  ANGGOTA                                                     HAKIM  ANGGOTA
 
Drs. MUFARIKIN, SH                                       Dra. DZAKIYATUN SF.SH  
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                                 PANITERA PENGGANTI
       SASMITO SH.
 
Perincian Biaya :      
1. Pendaftaran : Rp    30.000,-
2. BAPP. : Rp    50.000,-
3. Panggilan           : Rp 382.500,-
4. Redaksi : Rp   5.000,-
5. Materai : Rp      6.000,-
      Jumlah : Rp  473.500,-
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